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ABSTRAK 

PUTUSAN HAKIM DIBAWAH ANCAMAN MINIMUM KHUSUS  TERHADAP 

PERKARA TINDAK PIDANA DALAM LINGKUP FIDUSIA 

(Studi Putusan Tingkat Pertama Nomor: 31/Pid.Sus/2024/Pn TJk) 

 

 

 

Oleh 

Putri Muara Hutasoit 

 

 

Salah satu tindak pidana yang diatur dengan ancaman minimum khusus ialah tindak 

pidana yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia yang menyebutkan dalam hal seseorang yang dengan cara apapun 

memberikan keterangan palsu atau tidak benar yang jika salah satu pihak 

mengetahui hal itu, maka tidak akan melahirkan perjanjian fidusia yang ancaman 

pidana penjaranya adalah paling singkat 1 (satu) tahun. Sebagaimana dalam perkara 

yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 

31/Pid.Sus/2024/Pn.Tjk yang menjatuhkan pidana dibawah ancaman minimum 

khusus yaitu 10 (sepuluh) bulan. Sehubungan dengan hal itu permasalahan dalam 

skripsi ini ialah bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam hal penjatuhan pidana 

dibawah ancaman minimum khusus terhadap perkara dalam lingkup fidusia dan 

melihat bagaimana perspektif kekuasaan kehakiman dalam hal penjatuhan pidana 

dibawah ancaman minimum khusus. 

 

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini ialah yuridis 

normatif. Data yang dipergunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui 

studi kepustakaan, namun didukung dengan wawancara terhadap beberapa 

narasumber untuk mendapatkan penjelasan maupun informasi lebih lanjut yang 

berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Data yang 

diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif.  

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pada putusan tingkat pertama, dasar 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus ialah 

dengan berdasar pada situasi serta bobot kesalahan terdakwa. Majelis Hakim 

Tingkat Pertama menilai bahwa putusan tersebut telah mencerminkan nilai 

keadilan. Namun pada perkara ini, putusan tingkat pertama diubah mengenai lama  
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pidananya oleh pengadilan tingkat banding, dengan pertimbangan bahwa ketentuan 

minimum khusus yang telah diatur tidak dapat dikesampingkan, hal ini menyangkut 

kepastian hukum yang dapat mewujudkan keadilan hukum dan rasa keadilan dalam 

masyarakat, disamping itu memberikan efek jera terhadap pelaku. Kekuasaan 

kehakiman yang pada dasarnya memiliki dua hal penting yaitu kemandirian dan 

kebebasan hakim, dalam hal penjatuhan pidana dibawah minimum khusus ialah 

bersifat kasuistis yang harus berdasarkan pada argumen yang cukup dan jelas, serta 

memperhatikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang harus 

dipertimbangkan dan diterapkan secara proporsional dalam memutus suatu perkara. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disarankan agar hakim dalam 

memutus harus berdasar pada argumen yang cukup, jelas, dan logis. Sehubungan 

dengan hal ini agar dapat dibentuk sebuah pedoman pelaksanaan pemidanaan 

dibawah penjatuhan minimum khusus. Perihal kekuasaan kehakiman, yang 

bertumpu pada kebebasan hakim, diharapkan agar dapat mendapat satu kesatuan 

pemahaman akan kebebasan dan kemandirian hakim perihal penjatuhan pidana 

dibawah minimal. Hal ini juga bersinggungan terkait agar segera dibentuk sebuah 

pedoman yang dapat menjelaskan dalam hal-hal apa saja sebuah perkara dapat 

dijatuhi pidana dibawah ancaman minimum khusus guna mencapai tujuan 

pemidanaan itu sendiri dalam hal mewujudkan keadilan disamping 

menyelenggarakan hukum.  

 

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Minimum Khusus, Putusan Pemidanaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

JUDGE'S DECISION UNDER THE SPECIAL MINIMUM THREAT FOR 

CRIMINAL CASES WITHIN THE SCOPE OF FIDUCIARY DUTY  

(Study of First Level Decision Number: 31/Pid.Sus/2024/Pn TJk) 

 

By  

Putri Muara Hutasoit 

 

One of the criminal offenses subject to a special minimum penalty is that set forth 

in Article 35 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. This 

article states that any person who provides false or untrue information with the 

intention of inducing a fiduciary agreement, and who is aware that the information 

is false or untrue, shall be imprisoned for a period of at least one year. In a similar 

case, the Panel of Judges of the Tanjung Karang District Court (No. 

31/Pid.Sus/2024/Pn.Tjk) imposed a sentence under the special minimum threat, 

which carries a minimum penalty of 10 months. In examining this issue, this thesis 

aims to elucidate the rationale behind the judge's decision to impose a penalty under 

the special minimum threat in cases pertaining to fiduciary matters and to gain 

insight into the judicial perspective on the imposition of penalties under the special 

minimum threat.  

The research method used in writing this thesis is normative juridical. The data used 

is secondary data obtained through literature study, but supported by interviews 

with several sources to obtain further explanations and information related to the 

issues raised in this thesis. The data obtained is then analyzed qualitatively.  

The results showed that in the first instance decision, the basis for the judge's 

consideration in imposing a sentence below the special minimum was based on the 

situation and the weight of the defendant's guilt. The Judges of the First Instance 

considered that the decision reflected the value of justice. However, in this case, the 

first instance decision was modified regarding the length of the sentence by the 

appellate court, with the consideration that the special minimum provisions that 

have been regulated cannot be overridden, because this concerns legal certainty that 

can realize legal justice and a sense of justice in society, in addition to providing a  
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deterrent effect on the perpetrator. The concept of judicial power encompasses two 

fundamental tenets: the independence and freedom of judges. With regard to the 

imposition of punishment, this is a discretionary power that must be exercised based 

on compelling and well-founded arguments. Additionally, considerations of justice, 

legal certainty, and utility must be given due weight in the decision-making process.  

Based on the results of the research and discussion, it is suggested that judges in 

making decisions must be based on sufficient, clear and logical arguments. In this 

regard, a guideline for the implementation of punishment under the special 

minimum sentence should be established. Regarding judicial power, which relies 

on the freedom of judges, it is hoped that there will be a unified understanding of 

the freedom and independence of judges regarding the imposition of punishment 

under the minimum. This is also related to the establishment of a guideline that can 

explain in what cases a case can be sentenced under a special minimum threat in 

order to achieve the purpose of punishment itself in terms of realizing justice in 

addition to administering the law.  

Keywords: Fiduciary Guarantee, Special Minimum, Sentencing Decision. 
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I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kekuasaan untuk memutuskan serta menyelesaikan sebuah perkara merupakan 

suatu wewenang yang diberikan kepada hakim. Putusan hakim merupakan hal 

terpenting dalam suatu proses peradilan, dalam hal ini putusan hakim sangat 

menentukan nasib pihak-pihak yang bersangkutan. Putusan hakim adalah putusan 

yang dikeluarkan hakim atas kasus yang telah diajukan terhadapnya. Hakim sebagai 

unsur yang menyelenggarakan sebuah kekuasaan kehakiman memiliki peran 

penting dalam sistem hukum itu sendiri. Kekuasaan kehakiman merupakan sebuah 

lembaga yang menentukan seberapa kuat ketentuan peraturan perundang-undangan 

(hukum positif) harus ditegakkan.  

Salah satu prinsip dalam penyelenggaraan sebuah negara hukum ialah pelaksanaan 

kekuasaan kehakiman yang bersifat independen dan tidak terpengaruh oleh 

kekuasaan lain dalam pelaksanaan proses peradilan untuk menegakkan hukum dan 

keadilan. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia menekankan bahwa Indonesia merupakan suatu negara hukum, maka 

prinsip mengenai kekuasaan kehakiman yang bersifat bebas dan merdeka harus 

diimplementasikan dalam sistem peradilan di Indonesia. Sebagaimana negara 

hukum adalah negara yang didasari hukum, maka segala aspek dalam suatu negara 

harus diatur oleh hukum termasuk dalam penyelenggaraan kekuasaan yang ada 

dalam suatu negara. Berkaitan dengan hal tersebut terlihat bahwa adanya upaya 

guna menjaga kemandirian serta objektifitas sebuah putusan yang dihasilkan atau 

dikeluarkan oleh pengadilan (yang dilaksanakan oleh hakim) sebagai sebuah 

instansi yang berwenang dalam menyelesaikan sebuah perkara. Peradilan adalah 
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sebuah institusi negara yang mandiri yang tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan 

lainnya.1 

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

secara tegas memaparkan bahwasanya kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan 

dalam suatu negara yang bersifat independen. Independen dalam konteks ini 

memiliki arti bahwa dalam menyelenggarakan fungsi peradilan, kekuasaan 

kehakiman tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan lain. Independensi ini sangat 

penting untuk dapat menjamin bahwa penegekaan hukum dapat terlaksana secara 

adil dan objektif, tidak ada campur tangan dari pihak manapun. Hal ini juga dapat 

berguna untuk menghasilkan putusan yang objektif dan ideal dan dapat 

mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat maupun para pihak yang bersangkutan. 

Namun, meskipun kekuasaan kehakiman bersifat independen, pelaksanaannya 

tetap harus berlandaskan pada nilai-nilai falsafah Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

Hakim menjadi salah satu pelaku dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, 

sebagaimana telah tercantum pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman). 

Hakim merupakan unsur terpenting dalam lembaga peradilan itu sendiri dan 

merupakan pelaku kekuasaan kehakiman. Hakim melaksanakan fungsi peradilan 

sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, dimana tugas hakim adalah menegakkan 

hukum dan keadilan.2  

Hakim memiliki tugas pokok yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus serta 

menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Putusan hakim ialah 

puncak dalam keseluruhan pelaksanaan suatu peradilan pidana termasuk 

persidangan dan agenda pemeriksaan perkara pidana. Hakim dalam menjatuhkan 

sebuah putusan harus memiliki keahlian serta kemampuan dalam menerapkan nilai 

 
1 Eìry Seìtyaneìgara, “Keìbeìbasan Hakim Meìmutus Peìrkara Dalam Konteìks Pancasila (Ditinjau Dari 

Keìadilan “Substantif), Jurnal Hukum dan Peìmbangunan, Vol. 44, Nomor 4, Deìseìmbeìr 2014, hlm. 

466. 
2 Rinsofat Naibaho dan Indra Jaya M. Hasibuan, “Peìranan Mahkamah Agung Dalam Peìneìgakkan 

Hukum Dan Keìadilan Meìlalui Keìkuasaan Keìhakiman”, Nommeìnseìn Journal of Leìgal Opinion, Vol. 

2, Nomor 2, 2021, hlm. 204.  
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keadilan dan kebenaran, serta memiliki penguasaan hukum dan fakta termasuk 

dalam memperhatikan serta mempertimbangkan hak-hak asasi manusia.3 Hakim 

dalam menyelesaikan suatu kasus tentu wajib mempertimbangkan tiga hal penting 

yang sangat esensial dalam sebuah penegakan hukum, yaitu kepastian hukum, 

kemanfaatan, dan keadilan.4  

Dasar pertimbangan hakim harus menilik serta mempertimbangkan asas kepastian 

hukum, yang menekankan bahwa hukum positif dilaksanakan dan ditegakkan. 

Hakim memiliki tanggungjawab dalam menyelesaikan serta memutus setiap 

perkara yang wajib berlandaskan pada peraturan hukm yang berlaku. Mengenai 

nilai kemanfaatan, menekankan bahwa penyelenggaraan penegakan hukum harus 

bermanfaat bagi masyarakat, dimana pelaksanaan hukum memiliki nilai positif bagi 

pelaku tindak pidana maupun bagi masyarakat. Kemudian terkait dengan sisi 

keadilan, yang menekankan bahwa penegakkan hukum atau dijalankannya serta 

dilaksanakannya hukum dapat memberikan keadilan terhadap masyarakat.  

Mengenai kepastian hukum, maka akan berbicara asas legalitas. Asas legalitas 

menyatakan bahwa segala tindakan termasuk dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara harus berdasarkan hukum. Hukum pidana sendiri menjadikan asas 

legalitas sebagai asas yang mendasar dalam penerapannya. Tidak ada peristiwa 

pidana (tindak pidana) apabila peraturan pidana tidak ada terlebih dahulu.5  Pasal 1 

ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menyatakan bahwa tidak 

ada seorangpun dapat dikenaksan sanksi pidana, terkecuali ada peraturan pidana 

yang mengaturnya (nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali).  

Pemidanaan terhadap pelaku tentu melalui pertimbangan-pertimbangan oleh hakim. 

Dikaitkan dengan kekuasaan kehakiman, hakim memiliki kemandirian atau 

independensi dalam menjatuhkan pidana, akan tetapi dalam hal ini tetap harus 

memperhatikan asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Hukum Pidana 

 
3 Yagieì Sagita Putra, “Peìneìrapan Prinsip Ultra Peìtita Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari 

Aspeìk Peìrtimbangan Hukum Putusan Peìrkara Pidana”, Univeìrsity of Beìngkulu Law Journal, Vol. 1, 

No. 1, April 2017, hlm. 14. 
4 Abdul Manan, Peìneìrapan Hukum Acara Peìrdata di Peìradilan Agama, Keìncana, Jakarta, 2012, 

hlm. 291. 
5 Moh. Khasan, “Prinsip-Prinsip Keìadilan Hukum dalam Asas Leìgalitas Hukum Pidana Islam”, 

Jurnal ReìchtsVinding, Vol. 6, Nomor 1, 2017, hlm. 25. 
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sering digunakan sebagai upaya dalam menanggulangi kejahatan. Orang yang 

terbukti secara sah dan dinyatakan bersalah serta mampu bertanggungjawab atas 

perbuatannya maka dapat dijatuhi pidana. Terhadap pelaku dapat dijatuhi sanksi 

pidana sesuai dengan ancaman pidana terhadap perbuatan pidana yang dilakukan.   

Sanksi pidana telah tercantum dalam ketetapan setiap pasal peraturan pidana. Tentu 

sanksi antara pengaturan suatu tindak pidana dengan tindak pidana lain berbeda 

(seperti perbedaan lamanya ancaman pidana penjara waktu tertentu). Pasal 10 

KUHP sebagai pengaturan stelsel pidana telah menetapkan bahwa pidana terdiri 

atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok berupa pidana mati, pidana 

penjara, pidana kurungan, pidana tutupan, dan pidana denda. Ketentuan Pasal 10 

KUHP berlaku terhadap suatu perbuatan pidana baik yang diatur dalam KUHP 

maupun diluar KUHP. Hukum pidana Indonesia telah menganut sebuah sistem 

pemidanaan dengan pidana minimum khusus.  

Pidana minimum khusus tidak diatur dalam KUHP, namun berdasarkan Pasal 103 

KUHP yang memaparkan bahwa ketentuan pidana diluar KUHP dapat menetapkan 

hal-hal tertentu. Jenis tindak pidana termasuk tindak pidana umum dan tindak 

pidana khusus memiliki keterkaitan dengan pengaturan pidana diluar KUHP. 

Masing masing diatur dalam hukum pidana umum (KUHP) dan hukum pidana 

khusus. Tindak pidana khusus merupakan tiundak pidana yang diatur diluar KUHP, 

dan dasar hukum terhadap keberlakuan ketentuan tindak pidana khusus adalah 

Pasal 103 KUHP dan Pasal 63 ayat (2) KUHP. Penetapan ancaman minimum 

khusus dalam bidang hukum pidana menjadi suatu aspek yang penting dan 

kompleks. Ancaman minimum khusus ini memiliki variasi yang beragam, yang 

berarti bahwa setiap jenis tindak pidana dapat memiliki lamanya ancaman pidana 

yang berbeda-beda, dalam hal ini batasan minimum khusus bergantung pada jenis 

tindak pidana yang diatur. Secara praktiknya, belum terdapat ketentuan atau 

pedoman yang baku dalam pelaksanaan atau penerapan ancaman minimum khusus 

ini.6  

 
6 Wijaya Puspita, “Peìnjatuhan Pidana Peìnjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleìh Hakim Di Bawah 

Keìteìntuan Minimum Ditinjau Dari Undang Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Teìntang 

Narkotika”, Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 64. 



5 
 

Hakim memiliki keleluasaan yang cukup besar dalam menentukan sanksi bagi 

pelaku tindak pidana berdasarkan pertimbangannya sendiri. Diharapkan hakim 

dapat memberikan putusan yang dianggap adil dan sesuai dengan konteks kasus 

yang dihadapi. Namun, dengan diterapkannya sistem pidana minimum khusus, 

terdapat batasan terhadap kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan atas suatu 

kasus. Sistem pidana minimum ini dirancang untuk memastikan bahwa pelaku 

tindak pidana tertentu menerima sanksi yang tidak kurang dari batas minimum yang 

telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera dan menjaga 

kepastian hukum, terutama dalam kasus-kasus yang dianggap serius atau 

merugikan masyarakat secara luas. Pembatasan ini tetap berlaku meskipun aturan 

pelaksana pidana minimum khusus tidak ada. Meskipun hakim memiliki kebebasan 

dalam menilai kasus, mereka harus berpedoman dalam kerangka hukum yang lebih 

tepat dalam menentukan pilihan sanksi yang telah diatur.7 

Salah satu tindak pidana yang diatur diluar KUHP adalah tindak pidana yang 

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 

(selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Jaminan Fidusia). Jaminan Fidusia 

merupakan hak jaminan atas suatu benda, dimana kepemilikan atas suatu benda 

dijadikan jaminan sedangkan penguasaan benda tersebut tetap berada ditangan si 

pemberi fidusia, yang merupakan jaminan atas pembayaran utang tertentu. Pemberi 

Fidusia merupakan pihak yang memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia. 

Penerima fidusia merupakan pihak yang memiliki piutang, yang pembayaran atas 

piutang tersebut dijaminkan dengan jaminan fidusia. Dengan demikian kedudukan 

pemberi fidusia ialah debitur, sedangkan penerima fidusia ialah kreditur. 

Salah satu ketentuan pidana dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia terdapat 

dalam Pasal 35 UU Jaminan Fidusia, yang menetapkan adanya batasan minimum 

yaitu 1 tahun penjara, ancaman ini diberlakukan terhadap siapa saja yang 

melakukan pemalsuan, mengubah atau dengan cara apapun memberikan keterangan 

menyesatkan untuk mengadakan perjanjian jaminan fidusia, dimana bila hal 

tersebut diketahui maka tidak melahirkan perjanjian fidusia. Merujuk pada pasal 

 
7 Romulus, Peìnjatuhan Sanksi Pidana Di Bawah Batas Minimum Khusus Dalam Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 Teìntang Narkotika, Teìsis Fakultas Hukum Univeìrsitas Tanjungpura, 2016, 

hlm. 9. 
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tersebut adanya ancaman pidana minimum khusus dalam pasal sebagaimana 

dimaksud diatas, yaitu berupa pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun.  

Salah satu kasus terkait tindak pidana dalam lingkup fidusia pernah terjadi di 

wilayah Bandar Lampung, yang perkaranya diperiksa dan diputus oleh Pengadilan 

Negeri Tanjung Karang pada tingkat pertama, dan tingkat pemeriksaan terhadap 

kasus ini berakhir pada tingkat banding. Kasus ini bermula ketika terdakwa 

membuat perjanjian dengan kreditur, di mana pada pembuktian secara sah, ia telah 

melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 35 

Undang-Undang Jaminan Fidusia.  

Kasus tersebut terdapat dalam putusan nomor 31/Pid.Sus/2024/PN.TJk. Requisitoir 

yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 1 tahun dan denda 

Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) subsider 6 (enam) bulan penjara. Sedangkan 

putusan majelis hakim terhadap perkara tersebut antara lain: 

1. Menyatakan Terdakwa Herman Gunawan Bin Kasni bersalah melakukan tindak 

pidana “Dengan sengaja memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika 

hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian fidusia” 

sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum. 

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 

(sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) 

dan denda Rp. 50.000.000 (lima puluh juta), dengan ketentuan apabila denda 

tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.  

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikunrangi selama 

Terdakwa berada dalam tahanan 

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan 

5. Menyatakan barang bukti berupa: 

• 1 (satu) unit R merk Honda All New CRV 1,5 turbo prestige tahun 2022 

warna platinum white pearl A.n Herman Gunawan 

• 1 lembar STNK (satu) unit R merk Honda All New CRV 1,5 turbo prestige 

tahun 2022 warna platinum white pearl A.n Herman Gunawan 

• 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia Nomor W9.00023801.AH.05.01 

tahun 2023 tanggal 10-02-2023 
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Dikembalikan kepada PT.Maybank Finance melalui saksi Aryo Megantoro Bin 

Misyadi; 

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu 

Rupiah) 

Hakim dapat menjatuhkan putusan dibawah atau diatas tuntutan ataupun dakwaan 

Jaksa Penuntut Umum, atau dapat disebut sebagai Ultra Petita. Menurut Yahya 

Harahap, Ultra Petita adalah hakim menjatuhkan putusan yang mengabulkan 

tuntutan melebihi ataupun diluar dari apa yang dituntut.8 Namun yang menjadi 

pertanyaan adalah apabila hakim menjatuhkan putusan dibawah atau diluar 

ketentuan undang-undang, dalam arti hakim menjatuhkan putusan dibawah 

ancaman minimum khusus atau maksimum yang ditentukan oleh undang-undang. 

Maka patut dipertanyakan terhadap keberlakuan asas legalitas yang menjadi asas 

dasar dalam keberlakuan hukum pidana. Sebuah putusan pemidanaan yang 

dijatuhkan berupa pidana di bawah ancaman minimum khusus dapat menimbulkan 

perdebatan. Hal ini disebabkan bahwa putusan pidana dibawah ancaman minimum 

khusus dipandang` terlalu ringan dan dianggap tidak akan memiliki efek jera 

terhadap pelaku tindak pidana.  

Isu hukum yang dibahas dalam tulisan ini berkaitan dengan putusan hakim dalam 

menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum yang telah ditetapkan dalam 

Pasal 35 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Bahwa pasal tersebut dengan jelas 

mengatur bahwa batas minimum hukuman penjara bagi pelaku adalah satu tahun 

dan maksimum ialah lima tahun. Ketentuan ini dirancang untuk memberikan 

kepastian hukum dan melindungi kepentingan masyarakat, serta mendorong 

penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan jaminan 

fidusia. Namun, dalam praktiknya, terdapat kasus di mana hakim di tingkat pertama 

memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara selama sepuluh bulan kepada 

terdakwa. Putusan ini jelas menunjukkan adanya ketentuan yang diatur oleh 

undang-undang yang dikesampingkan, karena hukuman yang dijatuhkan berada di 

bawah batas minimum yang telah ditetapkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan 

 
8 Yahya Harahap, Hukum Acara Peìrdata Teìntang Gugatan, Peìrsidangan Peìnyitaan Peìmbuktian, 

dan Putusan Peìngadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hlm. 801. 



8 
 

mengenai pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengambil 

putusan tersebut. Putusan tingkat pertama dengan nomor 31/Pid.Sus/2024/Pn.Tjk. 

menjadi contoh konkret dari permasalahan ini. Pada putusan tersebut, hakim 

tampaknya mengabaikan ketentuan ancaman sanksi pidana yang terdapat dalam 

Pasal 35 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mengharuskan hukuman penjara 

minimal satu tahun. Hal ini berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap 

sistem peradilan dan menciptakan ketidakpastian hukum.  

Oleh karena itu, penting untuk menganalisis lebih dalam mengenai alasan-alasan 

yang mendasari putusan hakim tersebut, serta bagaimana perspektif kekuasaan 

kehakiman terhadap hakim yang menjatuhkan putusan dibawah ancaman minimum 

khusus. Mengacu pada uraian latar belakang diatas menjadi dasar bagi penulis 

tertarik terhadap isu hukum tersebut dan mengangkat sebuah judul yaitu “Putusan 

Hakim Dibawah Ancaman Minimum Khusus Terhadap Perkara Tindak Pidana 

Dalam Lingkup Fidusia (Studi Putusan Tingkat Pertama Nomor 

31/Pid.Sus/2024/PN.Tjk)” 

B.  Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 

1.  Permasalahan Penelitian 

Merujuk pada uraian latar belakang yang telah dipaparkan maka berikutnya  dalam 

penelitian ini yang menjadi rumusan masalah ialah: 

a. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Hal Penjatuhan Sanksi 

Pidana Dibawah Ancaman Minimum Khusus Sebagaimana Dalam Putusan 

Tingkat Pertama Nomor: 31/Pid.Sus/2024/PN.TJk? 

b. Bagaimanakah Perspektif Kekuasaan Kehakiman Terhadap Penjatuhan Sanksi 

Pidana Dibawah Ketentuan Ancaman Minimum Khusus? 

2.  Ruang Lingkup Penelitian 

Hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil yang memiliki 

keterkaitan dengan topik permasalahan dalam skripsi ini yaitu Putusan Hakim 

Dibawah Ancaman Minimum Khusus Terhadap Tindak Pidana Dalam Lingkup 

Fidusia (Studi Putusan Tingkat Pertama Nomor: 31/Pid.Sus/2024/PN.TJk) 

merupakan ruang lingkup daripada penelitian ini, sedangkan untuk ruang 

lingkup waktu penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2024. 
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C.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.  Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin diperoleh pada penelitian ini yakni: 

a. Guna Mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Hal Penjatuhan Sanksi 

Pidana Dibawah Ancaman Minimum Khusus Sebagaimana Dalam Putusan 

Tingkat Pertama Nomor: 31/Pid.Sus/2024/PN.TJk. 

b. Guna Mengetahui Perspektif Kekuasaan Kehakiman Terhadap Penjatuhan 

Sanksi Pidana Dibawah Ketentuan Ancaman Minimum Khusus. 

2.  Kegunaan Penelitian 

Penulis berharap bahwa hasil penelitian ini memberikan kegunaan yaitu: 

a. Kegunaan Teoritis 

Dapat meningkatkan pemahaman dan memperluas pengetahuan di bidang 

hukum pidana, terutama terkait dengan putusan hakim yang di bawah ancaman 

minimum khusus dalam kasus-kasus tindak pidana yang berkaitan dengan 

fidusia.  

b. Kegunaan Praktis 

Dapat memberi kegunaan bagi masyarakat dalam memberikan informasi serta 

memberikan saran sekaligus membantu bagi para praktisi hukum maupun 

penegak hukum yang memiliki ketertarikan terhadap permasalahan yang diteliti 

oleh penulis. 

D.  Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1.  Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis merupakan konseìp meìngeìnai suatu isu teìrteìntu yang beìrkaitan 

deìngan peìrmasalahan dalam peìneìlitian yang meìnjadi acuan seìrta landasan dasar 

dalam meìlakukan peìneìlitian hukum.9  

Peìneìlitian ini meìmpeìrgunakan keìrangka teìoritis yaitu seìbagai beìrikut: 

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim 

Hakim beìrweìnang uìntuìk meìmeìriksa, meìngadili, dan meìmuìtuìs suìatuì peìrkara pidana.  

 
9 Soeìrjono Soeìkanto, Peìngantar Peìneìlitian Hukum, UI Preìss, Jakarta, 1986, hlm. 125. 
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Meìnuìruìt pandangan Mackeìnzieì, hakim dalam meìmuìtuìs suìatuì peìrkara beìrdasarkan 

peìrtimbangan meìlaluìi peìndeìkatan. Beìbeìrapa peìndeìkatan yang dapat diteìrapkan 

oleìh hakim yaituì:10 

1. Teìori Keìseìimbangan 

Teìori ini meìngeìmuìkakan bahwa keìseìimbangan antara keìpeìntingan teìrdakwa dan 

keìpeìntingan korban meìruìpakan hal yang uìtama. Teìrdakwa beìrhak atas peìrlakuìan 

seìcara adil dan beìbas dari tindakan yang seìweìnang-weìnang, seìmeìntara korban juìga 

beìrhak meìndapatkan keìadilan dan peìrlinduìngan atas hak-haknya. Bahwa hakim 

dalam meìmuìtuìs suìatuì peìrkara deìngan meìmpeìrtimbangkan keìseìimbangan antara 

keìteìntuìan huìkuìm yang beìrlakuì dan keìpeìntingan pihak-pihak yang teìrlibat. 

2. Teìori Peìndeìkatan Seìni dan Intuìisi 

Teìori ini meìngeìmuìkakan bahwa puìtuìsan yang dipeìrtimbangkan dan dipuìtuìs oleìh 

hakim meìruìpakan peìlaksanaan diskreìsi atauì keìweìnangannya seìndiri. Hakim 

beìruìsaha uìntuìk meìnyeìsuìaikan situìasi teìrseìbuìt deìngan cara yang adil bagi peìlakuì 

keìjahatan dan pidana yang dikeìnakan bagi peìlakuì tindak pidana ialah wajar, deìngan 

harapan bahwa puìtuìsan yang dijatuìhkan tidak hanya meìlaksanakan tuìntuìtan huìkuìm, 

namuìn juìga meìnceìrminkan rasa keìadilan yang leìbih luìas dalam masyarakat. 

Meìlaluìi peìndeìkatan ini, hakim ceìndeìruìng leìbih meìngandalkan intuìisi daripada 

seìkadar peìngeìtahuìan yang dimilikinya. 

3. Teìori Peìndeìkatan Keìilmuìan 

Teìori ini meìmaparkan, dalam suìatuì peìlaksanaan proseìs peìmidanaan haruìs 

dilakuìkan seìcara sisteìmatis dan teìrstruìktuìr. Seìorang hakim tidak dapat meìmuìtuìs 

hanya beìrdasarkan instuìisi seìmata, namuìn haruìs teìtap didasarkan pada peìmahaman 

akan huìkuìm yang meìndalam seìrta wawasan keìilmuìan oleìh hakim yang reìleìvan 

deìngan peìrkara yang seìdang ditangani. Beìrdasarkan hal teìrseìbuìt puìtuìsan yang 

dikeìluìarkan oleìh hakim tidak hanya seìcara pandangan pribadi hakim ituì seìndiri atauì 

intuìisi, teìtapi meìruìpakan puìtuìsan yang dikeìluìarkan beìrdasarkan analisis seìrta 

peìneìlaahan seìcara ceìrmat dan teìpat seìrta beìrbasis pada fakta-fakta huìkuìm yang ada. 

4. Teìori Peìndeìkatan Peìngalaman 

 
10 Ahmad Rifai, Peìneìmuan Hukum Oleìh Hakim Dalam Peìrspeìktif Hakim Progreìsif, Sinar Grafika, 

Jakarta, 2014, hlm. 105. 
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Teìori ini meìmbeìri pandangan, hakim dipeìngaruìhi dan didasari oleìh peìngalamannya 

dalam meìnjatuìhkan dan meìmuìtuìs suìatuì peìrkara. Deìngan deìmikian peìngalaman 

seìorang hakim meìmbantuìnya dalam meìmuìtuìs seìrta meìnyeìleìsaikan peìrkara yang 

diajuìkan teìrhadapnya. Peìngalaman yang dimiliki hakim tidak hanya teìrbatas pada 

Peìndidikan formal yang teìlah dijalani, akan teìtap juìga meìncakuìp peìngalaman 

praktis yang dipeìroleìh seìlama beìrtahuìn-tahuìn meìnjalankan tuìgasnya. Seìtiap kasuìs 

yang dihadapi dan ditangani meìmbeìrikan Peìlajaran dan wawasan yang baruì, yang 

pada gilirannya meìmbeìntuìk cara pandang dan peìndeìkatan hakim teìrhadap kasuìs-

kasuìs keìdeìpannya. 

5. Teìori Ratio Deìcideìndi 

Teìori ini meìngeìmuìkakan bahwa hakim dalam meìmuìtuìs peìrkara meìlaluìi 

peìrtimbangan-peìrtimbangan, meìruìjuìk pada alasan-alasan yang diteìrapkan oleìh 

hakim seìbagai landasan pada peìlaksanaan proseìs peìnjatuìhan puìtuìsan teìrhadap suìatuì 

peìrkara. Hal ini meìnuìnjuìkkan bahwasanya hakim meìmuìtuìs peìrkara yaituì meìlaluìi 

peìndeìkatan deìngan meìngacuì pada prinsip atauì alasan yang beìrsifat fuìndameìntal 

yang dijadikan peìdoman oleìh hakim dalam meìnjatuìhkan puìtuìsannya.11 

b. Teori Pemidanaan 

Teìori Tuìjuìan peìmidanaan atauì peìnjatuìhan huìkuìman dalam huìkuìm pidana teìrdapat 

beìbeìrapa aliran, yakni:12 

1. Teìori Absoluìt 

Teìori absoluìt meìnyatakan bahwa teìrhadap siapa saja haruìs meìneìrima konseìkuìeìnsi 

yang sama nilainya atas peìrbuìatan yang teìlah dilakuìkannya. Peìnjatuìhan pidana 

adalah akibat muìtlak (konseìkuìeìnsi logis) daripada keìjahatan yang teìlah dilakuìkan. 

Teìori ini didasarkan pada seìbuìah peìmbalasan. Peìmbalasan  teìrhadap keìjahatan yang 

teìlah dipeìrbuìat oleìh peìlakuì. Meìnuìruìt teìori ini, peìnjatuìhan pidana beìrtuìjuìan seìmata-

mata guìna meìmbalas tindakan jahat yang dipeìrbuìat oleìh peìlakuì, meìmbeìrikan 

peìndeìritaan teìrhadap orang ituì. Immanuìeìl Kant meìngeìmuìkakan bahwa seìorang 

peìlakuì haruìs meìneìrima huìkuìman beìruìpa pidana oleìh hakim seìbagai konseìkuìeìnsi 

dari tindak keìjahatan yang teìlah dilakuìkannya. (Kateìgorischeì Impeìratieìf).  

 
11 Missleìini, Eìvi Reìtno Wulan, “Asas Keìadilan Ratio Deìcideìndi Hakim Dalam Putusan Nomor 

813/K/PID2-23, Jurnal Hukum Seìhaseìn, Vol. 10, No. 1, 2024, hlm.188. 
12 Diah Gustiniati dan Budi Rizki, Peìmbaharuan Hukum Pidana Di Indoneìsia, Pusaka Meìdia, 

Bandar Lampung, 2018,  hlm. 64-68. 
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2. Teìori Reìlatif 

Teìori ini dapat dikatakan seìbagai teìori tuìjuìan, dalam hal ini peìnjatuìhan pidana tidak 

hanya seìmata-mata uìntuìk peìmbalasan namuìn guìna meìncapai tuìjuìan-tuìjuìan lainnya. 

Teìori ini meìngeìmuìkakan bahwa peìmidanaan meìmpuìnyai tuìjuìan yaituì meìlinduìngi 

masyarakat atauì meìmuìsnahkan keìjahatan seìhingga dapat teìrcapainya keìseìjahteìraan 

masyarakat. Dalam teìori ini dikeìmuìkakan lagi 2 (duìa) teìori, yaituì teìori preìveìnsi 

uìmuìm (meìmaparkan bahwa pidana beìrtuìjuìan guìna meìnceìgah masyarakat suìpaya 

tidak meìlakuìkan keìjahatan meìlaluìi peìneìtapan sanksi pidana teìrhadap tindak pidana 

yang diatuìr), dan teìori preìveìnsi khuìsuìs (meìmaparkan bahwa pidana beìrtuìjuìan agar 

peìnjahat tidak meìlakuìkan peìrbuìatan jahatnya lagi).  

3. Teìori Gabuìngan 

Teìori ini meìnginteìgrasikan konseìp-konseìp daripada teìori absoluìt dan teìori reìlatif, 

yang dimana peìnjatuìhan pidana meìnceìrminkan peìrpaduìan antara tuìjuìan 

peìmbalasan dan peìrlinduìngan masyarakat seìsuìai deìngan jeìnis tindak pidana yang 

dilakuìkannya. Teìori gabuìngan ini beìruìpaya meìnyeìlaraskan konseìp-konseìp dari 

keìduìa teìori teìrseìbuìt. Oleìh kareìna ituì, tuìjuìan dari peìmidanaan tidak hanya uìntuìk 

meìnciptakan eìfeìk jeìra, teìtapi juìga beìrtuìjuìan guìna meìmbeìrikan peìrlinduìngan baik 

teìrhadap masyarakat mauìpuìn bagi individuì yang dalam hal ini ialah teìrpidana. 

Teìori ini meìngeìmuìkakan bahwa teìrhadap tindak pidana tidak hanya difokuìskan 

pada peìnjatuìhan pidana uìntuìk meìmbalas peìrbuìatan jahat peìlakuì, namuìn juìga 

meìmpeìrhatikan dampak daripada peìmidanaan yang dijatuìhkan teìrkhuìsuìsnya 

teìrhadap masyarakat. 

2.  Kerangka Konseptual 

Keìrangka konseìptuìal peìneìlitian adalah suìatuì uìraian meìngeìnai konseìpsi yang 

beìrhuìbuìngan teìrkait peìrmasalahan yang dibahas. Beìrkaitan deìngan hal teìrseìbuìt, 

beìrikuìt peìnjeìlasan teìrhadap hal-hal yang meìruìpakan konseìp peìneìlitian ini:  

a. Puìtuìsan Hakim 

Puìtuìsan hakim meìruìpakan suìatuì peìrnyataan teìrtuìlis yang dikeìluìarkan oleìh 

hakim teìrhadap suìatuì peìrkara meìlaluìi peìrtimbangan-peìrtimbangan dalam 

meìmuìtuìs peìrkara yang diajuìkan teìrhadapnya.13  

 
13  Masyeìlina Boyoh, “Indeìpeìndeìnsi Hakim Dalam Meìmutus Peìrkara Pidana Beìrdasarkan 

Keìbeìnaraan Mateìriil”, Leìx Crimeìn, Vol. 4, No. 4, Juni 2015, hlm. 118.  
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b. Tindak Pidana 

Tindak pidana adalah peìrbuìatan yang beìrteìntangan deìngan (meìlawan) huìkuìm, 

dimana teìrdapat uìnsuìr keìsalahan dalam diri peìlakuì dan teìrhadap peìlanggaran 

ituì diancam deìngan pidana guìna meìnjaga keìteìrtiban masyarakat teìrhadap 

huìkuìm yang beìrlakuì seìrta meìwuìjuìdkan keìseìjahteìraan uìmuìm. 14 

c. Fiduìsia 

Pasal 1 Ayat (1) Uìndang-Uìndang Jaminan Fiduìsia meìmbeìrikan peìngeìrtian 

fiduìsia, yaituì adanya peìrpindahan hak keìpeìmilikan atas suìatuì objeìk (beìnda) 

keìpada pihak teìrteìntuì beìrdasarkan pada prinsip keìpeìrcayaan, namuìn teìtap 

meìmpeìrtahankan peìnguìasaan atas objeìk (beìnda) teìrseìbuìt beìrada di tangan pihak 

yang meìmbeìrikan fiduìsia. Teìrkait hal ini jaminan fiduìsia meìruìpakan jaminan 

atas suìatuì peìluìnasan uìtang teìrteìntuì. 

d. Ancaman Minimuìm Khuìsuìs 

Ancaman pidana minimuìm khuìsuìs adalah keìteìntuìan yang diteìtapkan atauì diatuìr 

oleìh suìatuì peìratuìran huìkuìm meìngeìnai batas minimal sanksi pidana teìrhadap 

suìatuì tindak pidana.15  

e. Peìnjatuìhan pidana 

Peìnjatuìhan pidana adalah peìnyeìleìsaian peìrkara pidana meìlaluìi puìtuìsan deìngan 

meìnjatuìhkan neìstapa beìruìpa peìngeìnaan pidana (peìmidanaan) keìpada  peìlakuì 

keìjahatan (tindak pidana), yang dimana proseìs peìmidanaan teìrseìbuìt haruìs teìtap 

beìrtuìmpuì pada keìteìntuìan peìratuìran peìruìndang uìndangan.16  

f. Keìkuìasaan Keìhakiman  

Beìrdasarkan pada Pasal 24 ayat (1) UìUìD NRI Tahuìn 1945, keìkuìasaan 

keìhakiman dapat diartikan seìbagai keìkuìasaan yang beìrsifat indeìpeìndeìn yang 

meìmiliki fuìngsi guìna meìneìgakkan huìkuìm dan keìadilan. 

 

 

 
14  Tri Andrisman, Asas-Asas Aturan Hukum Pidana Indoneìsia seìrta Peìrkeìmbangannya Dalam 

Konseìp KUHP 2013, Bandar Lampung, Anugrah Utama Raharja, 2013, hlm. 69. 
15  Antonius Sudirman, “Eìksisteìnsi Pidana Minimum Khusus Seìbagai Sarana Peìnanggulangan 

Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Masalah-masalah Hukum, Vol. 44, No. 3, 2015,  hlm. 318. DOI: 

https://doi.org/10.14710/mmh.44.3.2015.316-325  
16 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indoneìsia, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 20.  

https://doi.org/10.14710/mmh.44.3.2015.316-325
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E. Sistematika Penulisan 

Sisteìmatika peìnuìlisan meìruìpakan bagian yang meìmbeìrikan uìraian seìrta 

meìnjeìlaskan seìcara singkat keìseìluìruìhan tuìlisan yang akan dipaparkan guìna 

meìmpeìrmuìdah seìrta meìmahami isi dan gambaran yang jeìlas meìngeìnai bahasan 

dalam peìnuìlisan peìneìlitian ini.  

I. PENDAHULUAN 

Bab ini beìrisi peìndahuìluìan atauì peìngantar keìdalam bab peìmbahasan dalam 

peìneìlitian ini, bab ini beìruìpa Latar Beìlakang, Peìrmasalahan Peìneìlitian dan 

Ruìang Lingkuìp Peìneìlitian, Tuìjuìan dan Keìguìnaan Peìneìlitian, Keìrangka Teìoritis 

dan Keìrangka Konseìptuìal seìrta Sisteìmatika Peìnuìlisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bagian bab ini meìmaparkan uìraian sisteìmatis meìngeìnai kajian yang meìmiliki 

keìteìrkaitan deìngan peìnyuìsuìnan peìneìlitian ini, seìpeìrti halnya keìrangka teìori. 

III. METODE PENELITIAN 

Pada bab ini meìnggambarkan teìntang cara atauì proseìduìr yang dipeìrguìnakan 

dalam peìneìlitian ini, yang teìrdiri dari Peìndeìkatan Masalah, Suìmbeìr dan Jeìnis 

Data yang dipeìrguìnakan, keìmuìdian beìrisi meìngeìnai proseìduìr atauì tata cara 

dalam meìlakuìkan Peìnguìmpuìlan Data, Peìngolahan Data dan Analisis Data.  

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini beìrisikan uìraian yang meìnggambarkan analisa dan peìmbahasan 

peìneìlitian meìngeìnai peìrmasalahan-peìrmasalan yang meìnjadi topik dalam 

peìnuìlisan (peìneìlitian) ini, seìpeìrti meìngeìnai dasar peìrtimbangan hakim dalam 

meìmuìtuìs peìrkara seìbagaimana dalam puìtuìsan nomor: 31/Pid.Suìs/2024/PN.TJk, 

seìrta peìrspeìktif keìkuìasaan keìhakiman teìrhadap peìnjatuìhan sanksi pidana 

dibawah keìteìntuìan ancaman minimuìm khuìsuìs. 

V. PENUTUP 

Bab ini meìnyajikan uìraian ringkasan teìmuìan yang dipeìroleìh meìlaluìi peìneìlitian 

yang teìlah dilaksanakan, seìrta saran-sara yang beìrkaitan deìngan isuì-isuì yang 

diangkat dalam peìneìlitian ini. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

 

 

A.  Tinjauan Tindak Pidana dan Pemidanaan 

1.  Peìngeìrtian Tindak Pidana 

Istilah tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda yaitu “strafbaar feit”.  “Straf” 

diterjermahkan sebagai pidana dan hukum. Kata “baar” diterjermahkan dengan 

kata dapat dan boleh, sementara “feit” diterjermahkan dengan tindakan, peristiwa, 

perbuatan. Beberapa istilah tindak pidana yang digunakan, antara lain seperti delik, 

peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana. Menurut Pompe, tindak 

pidana terbagi menjadi 2 definisi, yaitu: 

a. Apabila dilihat dari seìgi teìori, maka tindak pidana meìruìpakan suìatuì peìrbuìatan 

yang meìlanggar huìkuìm yang dipeìrbuìat oleìh peìlakuì yang didasarkan pada 

keìsalahannya seìrta teìrhadap peìrbuìatan ituì diancam deìngan pidana guìna 

meìmpeìrtahankan tata huìkuìm dan keìseìjahteìraan uìmuìm. 

b. Meìnuìruìt huìkuìm positif, tindak pidana adalah suìatuì keìjadian atauì peìristiwa yang 

teìlah diteìntuìkan oleìh peìratuìran peìruìndang-uìndangan seìbagai peìrbuìatan yang 

dapat dihuìkuìm.  

Simons meìndeìfinisikan bahwa tindak pidana seìbagai suìatuì peìrilakuì yang dapat 

dikeìnakan sanksi beìruìpa pidana, yang beìrsifat meìlanggar huìkuìm, yang meìmiliki 

keìteìrkaitan eìrat deìngan keìsalahan, dan dipeìrbuìat oleìh seìseìorang yang meìmiliki 

kapasitas uìntuìk meìmpeìrtangguìngjawabkan peìrbuìatan teìrseìbuìt. Seìmeìntara ituì 

Moeìljatno meìnjeìlaskan bahwa tindak pidana meìruìpakan suìatuì tindak yang dilarang 

oleìh norma huìkuìm, dimana teìrhadap peìlanggaran norma teìrseìbuìt akan beìrakibat 

pada peìneìrapan sanksi pidana teìrteìntuì bagi peìlanggar. Deìngan deìmikian dapat 

disimpuìlkan bahwa tindak pidana adalah suìatuì peìrbuìatan yang tidak dipeìrboleìhkan 

uìntuìk dilakuìkan (dilarang) diseìrtai deìngan ancaman sanksi pidana, dan orang yang 

meìlakuìkan peìrbuìatan yang dilarang ituì dapat dikeìnai ancaman sanksi pidana. 
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meìngeìnai uìnsuìr-uìnsuìr tindak pidana, hal ini dipeìngaruìhi oleìh peìngeìrtian teìrhadap 

tindak pidana. Seìbagaimana dikeìtahuìi bahwasanya teìrdapat pandangan yang 

beìrbeìda teìrkait apakah seìseìorang yang meìlakuìkan tindak pidana seìcara otomatis 

dibeìrlakuìkan ancaman pidana teìrhadapnya. Teìrdapat 2 (duìa) aliran yang 

meìmbeìrikan peìngeìrtian meìngeìnai tindak pidana, yaituì:17 

a. Aliran Monistis, tidak meìmisahkan apa yang diseìbuìt tindak pidana dan 

peìrtangguìngjawaban pidana. Aliran ini meìngeìmuìkakan bahwa seìseìorang yang 

beìrbuìat tindak pidana langsuìng dipidana (meìmbeìri pandangan bahwa peìlakuì 

tindak pidana adalah ia yang mampuì beìrtangguìngjawab atas tindak jahat yang 

teìlah dilakuìkannya). Peìnganuìt pandangan monistis adalah Simons, Van hameìl, 

Wirjono Prodjodikoro. 

b. Aliran Duìalistis meìmaparkan bahwa antara tindak pidana dan 

peìrtangguìngjawaban pidana ialah beìrbeìda dalam peìneìrapannya. Aliran huìkuìm 

pidana duìalistik adalah meìtodeì yang meìnyoroti beìtapa peìntingnya 

meìmbeìdakan antara tangguìng jawab pidana yang dapat dibeìbankan keìpada 

seìseìorang dan keìjahatan yang teìlah dilakuìkannya. Tangguìng jawab pidana, 

dalam peìngeìrtian ini, meìngacuì pada kapasitas seìseìorang uìntuìk dimintai 

peìrtangguìngjawaban atas tindakan yang meìlanggar huìkuìm, seìdangkan tindakan 

pidana meìngacuì pada peìrilakuì yang meìlanggar huìkuìm. 

Meìlihat dari sisteìm peìmidanaan di Indoneìsia, tindak pidana beìrbeìda deìngan 

peìrtangguìngjawaban pidana, seìseìorang tidak dapat seìcara langsuìng meìndapatkan 

huìkuìman pidana, hal ini diseìbabkan kareìna peìrluì dianalisis seìrta dilakuìkan 

peìmbuìktian teìrleìbih dahuìluì apakah ia meìmiliki keìmampuìan uìntuìk 

meìmpeìrtangguìnjawabkan peìrbuìatannya.  

Deìngan deìmikian dalam hal ini uìnsuìr-uìnsuìr tindak pidana meìlipuìti:18 

a. Adanya peìrbuìatan (yang dilakuìkan oleìh seìseìorang); 

b. Peìrbuìatan seìbagaimana dimaksuìd teìlah seìsuìai deìngan syarat-syarat dalam 

keìteìntuìan yang teìlah diatuìr oleìh peìratuìran huìkuìm; 

 
17 Diah Gustiniati dan Budi Rizki, Op.cit, hlm. 74-76.  
18 Ibid, hlm. 77.  
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c. Peìrbuìatan ituì beìrsifat meìlanggar huìkuìm atauì meìmiliki sifat meìlawan huìkuìm. 

Hal ini meìnuìnjuìkkan bahwasanya seìbuìah tindak pidana meìruìpakan “Tindakan” 

yang tidak seìsuìai deìngan norma, peìratuìran, atauìpuìn keìteìntuìan yang beìrlakuì. 

Teìrkait uìnsuìr tindak pidana “meìmeìnuìhi ruìmuìsan uìndang-uìndang”, meìngacuì pada 

fakta bahwa huìkuìm meìneìtapkan peìrilakuì apa yang ileìgal. Akibatnya, huìkuìm 

meìngatuìr deìfinisi peìrilakuì apa yang dianggap seìbagai keìjahatan. Konseìp leìgalitas 

beìrlakuì di Indoneìsia: Meìnuìruìt Pasal 1 Ayat 1 KUìHP, peìmidanaan tidak muìngkin 

dilakuìkan tanpa adanya peìratuìran huìkuìm pidana. Tidak akan ada huìkuìman jika 

tidak ada standar huìkuìm pidana yang meìngatuìrnya. Oleìh kareìna ituì, peìrsyaratan 

atuìran huìkuìm pidana meìneìtapkan tindakan mana yang dianggap seìbagai tindak 

pidana dan apa karakteìristiknya.  

Tanpa adanya norma huìkuìm pidana yang meìngatuìrnya, tidak akan ada sanksi yang 

dapat dijatuìhkan keìpada peìlanggar. Ini beìrarti bahwa huìkuìm tidak hanya beìrfuìngsi 

uìntuìk meìngatuìr peìrilakuì, teìtapi juìga uìntuìk meìmbeìrikan konseìkuìeìnsi bagi meìreìka 

yang meìlakuìkan tindakan yang meìlawan keìteìntuìan yang teìlah diteìtapkan. Oleìh 

seìbab ituì, keìteìntuìan huìkuìm pidana sangat peìnting uìntuìk meìneìtapkan tindakan mana 

yang diakuìi seìbagai tindak pidana seìrta karakteìristik yang meìnyeìrtainya. Keìteìntuìan 

ini meìncakuìp beìrbagai aspeìk, seìpeìrti jeìnis keìjahatan, uìnsuìr-uìnsuìr yang haruìs ada 

uìntuìk meìngkateìgorikan suìatuì tindakan seìbagai tindak pidana, seìrta sanksi yang 

dapat dikeìnakan.   

2.  Tindak Pidana dalam Lingkuìp Fiduìsia 

Istilah fiduìsia muìngkin tidak asing lagi dideìngar teìruìtama dalam hal peìrjanjian 

uìtang piuìtang. Fiduìsia meìmang leìkat kaitannya deìngan bidang huìkuìm peìrdata, 

kareìna pada pokoknya fiduìsia ialah didasarkan pada peìrjanjian. Seìbagaimana teìlah 

dipaparkan pada bab seìbeìluìmnya bahwa jaminan fiduìsia adalah suìatuì peìrjanjian 

yang diadakan, dimana didalamnya teìrdapat peìngalihan hak keìpeìmilikan beìnda, 

namuìn  peìnguìasaan teìrhadap beìnda yang dijaminkan ituì teìtap beìrada pada peìmilik 

beìnda, yang dituìjuìkan guìna aguìnan teìrhadap uìtang piuìtang teìrteìntuì. Namuìn 

didalam Uìndang-Uìndang Jaminan Fiduìsia teìlah meìngatuìr keìteìntuìan pidana 

teìpatnya pada Pasal 35 dan Pasal 36, seìhingga peìrsoalan dalam lingkuìp fiduìsia tidak 

hanya meìngeìnai seìgi peìrdatanya saja, namuìn dapat ditarik keì arah huìkuìm pidana.  
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Keìteìntuìan meìngeìnai pidana tidak hanya teìrteìra dalam KUìHP saja, namuìn ada juìga 

tindak pidana yang diatuìr diluìar KUìHP. Seìbagaimana teìlah dipaparkan seìbeìluìmnya 

bahwa uìndang-uìndang diluìar KUìHP didasari oleìh Pasal 103 KUìHP dan Pasal 63 

ayat (2) KUìHP. Keìjahatan dapat teìrjadi di bidang apa saja dan dalam aspeìk apa saja, 

oleìh seìbab ituì dipeìrluìkan uìndang-uìndang yang mampuì meìngakomodir seìrta 

meìnangani keìjahatan teìrseìbuìt. Tindak pidana dalam lingkuìp fiduìsia meìmiliki 

maksuìd yaituì tindak pidana yang teìrjadi lingkuìp jaminan fiduìsia. Tindak pidana ini 

beìrhuìbuìngan deìngan jaminan fiduìsia.  

Istilah fiduìsia beìrasal dari bahasa Beìlanda, yaituì fiduìcieì, dan dalam bahasa Inggris 

dikeìnal seìbagai fiduìciary transfeìr of owneìrship, yang meìruìjuìk pada konseìp 

keìpeìrcayaan. Uìndang-uìndang No. 42/1999 teìntang Jaminan Fiduìsia adalah bagian 

peìnting dari uìndang-uìndang di Indoneìsia yang meìneìtapkan keìrangka huìkuìm uìntuìk 

peìrjanjian fiduìsia. Uìndang-uìndang ini sangat peìnting uìntuìk meìmfasilitasi transaksi 

dan meìngamankan pinjaman, kareìna meìmuìngkinkan peìngguìnaan aseìt (beìnda) 

seìbagai jaminan seìkaliguìs meìmuìngkinkan peìmilik asli uìntuìk meìmpeìrtahankan 

keìpeìmilikan aseìt teìrseìbuìt. Meìnuìruìt Pasal 1 ayat 1 uìndang-uìndang ini, fiduìsia 

dideìfinisikan seìbagai peìngalihan hak keìpeìmilikan atas suìatuì beìnda beìrdasarkan 

huìbuìngan keìpeìrcayaan. Ini beìrarti bahwa meìskipuìn hak keìpeìmilikan diseìrahkan 

keìpada peìneìrima fiduìsia, peìmilik asli - yang seìring diseìbuìt seìbagai peìmbeìri  fiduìsia 

teìtap meìmiliki keìpeìmilikan fisik atas aseìt teìrseìbuìt.  

Peìngalihan hak dalam hal ini buìkan beìrarti peìrpindahan hak keìpeìmilikan teìrseìbuìt 

seìcara peìnuìh; meìlainkan peìngalihan beìrsyarat yang didasarkan pada huìbuìngan 

beìrbasis keìpeìrcayaan. Peìneìrima fiduìsia seìbagai pihak yang meìmeìgang hak 

keìpeìmilikan atas beìnda yang meìnjadi jaminan dalam fiduìsia meìmiliki 

tangguìngjawab uìntuìk meìngeìlola beìnda yang dijadikan jaminan fiduìsia seìsuìai 

deìngan keìteìntuìan yang teìlah teìrcantuìm dalam peìrjanjian fiduìsia. Huìbuìngan 

teìrseìbuìt meìmiliki karakteìristik yaituì adanya keìpeìrcayaan yang tinggi. Peìmbeìri 

fiduìsia seìbagai peìmilik, teìtap meìnguìasai beìnda yang dijadikan jaminan fiduìsia.19 

Bab VI Uìndang-Uìndang Jaminan Fiduìsia meìngatuìr keìteìntuìan pidana, yang 

 
19 H.Salim, Peìrkeìmbangan Hukum Jaminan Di Indoneìsia, RajaGrafindo Peìrsada, Jakarta, 2005,  

hlm.55 
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didalamnya meìncakuìp 2 (duìa) pasal, yakni Pasal 35 dan Pasal 36. Leìbih lanjuìt akan 

dibahas meìngeìnai Pasal 35 Uìndang-Uìndang Jaminan Fiduìsia, dikareìnakan 

peìrmasalahan dalam peìneìlitian ini ialah teìrkait pasal teìrseìbuìt.  

Pasal 35 Uìndang-Uìndang Jaminan Fiduìsia meìmiliki uìnsuìr-uìnsuìr adalah seìbagai 

beìrikuìt:20 

a. Seìtiap orang, yang dimaksuìd disini adalah siapa saja yang meìlakuìkan tindak 

pidana teìrseìbuìt. hal ini meìnuìnjuìk keìpada suìbjeìk huìkuìm pidana, yang dimana 

orang teìrseìbuìt orang yang seìhat seìcara jasmani dan rohani.  

b. Deìngan seìngaja meìmalsuìkan, meìnguìbah, meìnghilangkan atauì deìngan cara 

apapuìn meìmbeìrikan keìteìrangan seìcara meìnyeìsatkan, beìrkaitan deìngan hal ini 

maka akan dijeìlaskan teìrleìbih dahuìluì makna daripada “seìngaja”. Meìruìjuìk pada 

teìori huìkuìm pidana seìngaja meìruìpakan “doluìs. Seìngaja dapat dikatakan seìbagai 

meìngeìtahuìi atauì meìngkeìheìndaki peìrbuìatan teìrseìbuìt dan/atauì akibatnya. Peìlakuì 

tindak pidana meìnyadari teìntang peìrbuìatannya dan akibat apa yang akan timbuìl 

atas peìrbuìatannya ituì. Teìori huìkuìm pidana meìngeìnal 3 (tiga) beìntuìk 

keìseìngajaan yaituì keìseìngajaan deìngan maksuìd (dimana ada keìheìndak dan 

tuìjuìan uìntuìk meìlakuìkan peìrbuìatannya), keìseìngajaan deìngan sadar 

keìmuìngkinan (meìngeìtahuìi keìmuìngkinan akibat yang akan timbuìl atas 

peìrbuìatannya), dan keìseìngajaan deìngan sadar keìpastian (meìngeìtahuìi seìcara 

pasti peìrbuìatan dan akibat yang akan timbuìl).21 

Meìmalsuìkan dalam hal ini meìmiliki makna seìpeìrti uìnsuìr palsuì dalam Pasal 263 

KUìHP, dimana yang palsuì diguìnakan seìolah-olah meìruìpakan seìsuìatuì yang sah, 

beìnar atauì asli. Meìnguìbah beìrarti meìngalihkan dari keìadaan seìmuìla seìpeìrti 

dalam hal peìruìbahan beìntuìk, seìdangkan meìnghilangkan beìrarti meìmbuìat 

seìsuìatuì tidak dapat diteìmuìkan, dikeìtahuìi, atauì dilihat. Tindakan meìmalsuìkan, 

meìnguìbah, atauì meìnghilangkan atauì deìngan cara apapuìn beìrtuìjuìan uìntuìk 

meìlakuìkan peìmbeìrian informasi seìcara seìsat. 

 
20  Najamuddin, Amiruddin, Rina Khairani Pancaningrum, “Peìrtanggungjawaban Pidana Dalam 

Jaminan Fidusia Teìrhadap Kreìditur dan Deìbitur”, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 9, 

Nomor 4, 2022, hlm. 2102-2103. 
21 Leìdeìn Marpaung, Tindak Pidana Teìrhadap Nyawa dan Tubuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 

22. 
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c. Apabila dikeìtahuìi oleìh salah satuì pihak tidak meìlahirkan peìrjanjian jaminan 

fiduìsia, maksuìd dari uìnsuìr ini ialah jika salah satuì pihak baik dari kreìdituìr 

mauìpuìn deìbituìr meìngeìtahuìi bahwa peìrjanjian teìrseìbuìt teìrdapat keìseìsaan 

didalamnya, seìbagaimana seìpeìrti dalam uìnsuìr keìduìa maka akibatnya ialah 

peìrjanjian dapat dibatalkan. Uìnsuìr ini pada dasarnya meìleìkat pada uìnsuìr keìduìa 

seìbagaimana teìlah diseìbuìtkan diatas.   

Pidana sangat eìrat keìteìrkaitannya deìngan tindak pidana. Seìbeìluìmnya teìlah 

dipaparkan bahwa, suìatuì tindakan yang dilarang dan diseìrtai deìngan ancaman 

pidana dianggap seìbagai tindak pidana. Kata "straf" dalam bahasa Beìlanda 

meìruìpakan asal kata "pidana”. Meìnuìruìt Suìdarto istilah pidana meìruìpakan deìfinisi 

yang seìcara khuìsuìs meìmiliki keìteìrkaitan deìngan huìkuìm pidana. Apabila teìrdapat 

situìasi adanya peìlanggaran teìrhadap huìkuìm pidana, maka dapat dijatuìhi huìkuìman 

beìruìpa sanksi pidana teìrhadap si peìlanggar (peìlakuì). 22  Sanksi beìruìpa pidana 

beìrbeìda deìngan sanksi lainnya (sanksi administratif), pidana meìmbeìrikan 

peìndeìritaan keìpada yang meìndapatkannya. Sanksi pidana sama saja deìngan 

huìkuìman keìpada si peìlanggar (peìlakuì tindak pidana). R. Soeìsilo beìrpeìndapat 

bahwa huìkuìm meìnganduìng seìntimeìn neìgatif, khuìsuìsnya keìseìngsaraan, yang 

dijatuìhkan keìpada peìlakuì oleìh hakim meìlaluìi puìtuìsan formal. Peìrspeìktif ini 

meìnuìnjuìkkan bahwa sisteìm huìkuìm buìkan seìkadar meìkanismeì uìntuìk meìnjaga 

keìteìrtiban atauì meìmbeìrikan keìadilan, teìtapi leìbih meìruìpakan struìktuìr yang 

meìmaksakan peìndeìritaan seìbagai konseìkuìeìnsi dari keìsalahan. Oleìh kareìna ituì, 

tindakan huìkuìman dapat dikonseìptuìalisasikan seìbagai peìngeìnaan neìstapa atauì 

peìndeìritaan yang diseìngaja keìpada individuì yang teìlah meìlanggar norma-norma 

masyarakat atauì uìndang-uìndang huìkuìm.23   

3.  Peìmidanaan 

Orang yang meìlakuìkan tindak pidana tidak seìcara otomatis dapat dijatuìhi pidana, 

seìbab haruìs dilihat seìrta dibuìktikan teìrleìbih dahuìluì apakah orang teìrseìbuìt dapat 

dimintai peìrtangguìngjawaban pidana. Beìrkaitan deìngan hal ini maka suìdah 

 
22 Muladi dan Barda Nawawi Arieìf, Teìori-Teìori dan Keìbijakan Pidana, Alumni, Bandung, 2005, 

hlm. 12. 
23 R. Soeìsilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Seìrta Komeìntar-Komeìntar Leìngkap 

Pasal deìmi Pasal, Politeìa, Bogor, 1994, hlm. 35. 
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meìmasuìki peìmbahasan meìngeìnai peìmidanaan. Peìmidanaan meìruìpakan proseìs 

peìnjatuìhan pidana teìrhadap teìrdakwa (peìlakuì tindak pidana).  Meìnuìruìt Barda 

Nawawi Arieìf, jika meìmahami dalam konteìks yang leìbih luìas, maka peìmdanaan 

dapat dikeìmuìkakan seìbagai suìatuì proseìs di mana hakim meìnjatuìhkan pidana. Oleìh 

kareìna ituì, Deìngan deìmikian, sisteìm peìmidanaan dapat dipandang seìbagai atuìran-

atuìran uìmuìm yang meìngatuìr peìneìrapan atauì peìneìgakan huìkuìm pidana seìcara 

konkreìt sampai seìseìorang dijatuìhi sanksi seìsuìai deìngan keìteìntuìan huìkuìm pidana 

yang beìrlakuì; deìngan kata lain, atuìran-atuìran teìrseìbuìt meìngatuìr peìneìrapan atauì 

peìneìgakan huìkuìm pidana seìcara konkreìt seìhingga seìseìorang dijatuìhi sanksi 

(huìkuìm pidana). 24 Prof. Suìdarto meìmbeìri peìngeìrtian, peìmidanaan meìruìpakan 

peìrsamaan kata dari istilah peìnghuìkuìman. Peìnghuìkuìman yang beìrasal dari kata 

“huìkuìm”, yang meìmiliki arti dalam hal ini meìruìpakan “meìneìrapkan huìkuìman” atauì 

“meìneìtapkan huìkuìman”. Seìhingga dapat dijabarkan, peìmidanaan meìruìpakan suìatuì 

wuìjuìd reìalisasi atauì peìrwuìjuìdan dari peìratuìran huìkuìm pidana yang meìruìpakan 

seìsuìatuì yang abstrak.25 Peìmidanaan eìrat kaitannya deìngan sanksi pidana, dimana 

teìlah dipaparkan bahwa seìseìorang peìlakuì tindak pidana maka teìrhadapnya dapat 

diancam sanksi pidana seìsuìi peìratuìran yang beìrlakuì. 

Peìmidanaan adalah proseìs di mana peìlanggar yang teìlah meìlakuìkan keìjahatan 

dihuìkuìm; dalam hal ini, huìkuìman dijatuìhkan oleìh seìorang hakim meìlaluìi puìtuìsan. 

Tangguìngjawab pidana dan peìmidanaan saling teìrkait. Akuìntabilitas pidana 

beìrkaitan deìngan peìlanggar, bahwa seìsuìai deìngan adanya gagasan dimana tidak ada 

yang boleìh dihuìkuìm atauì dipidana tanpa keìsalahan (Geìeìn Straf Zondeìr Schuìld). 

Tangguìngjawab pidana meìncakuìp seìjuìmlah faktor yang juìga dipeìrtimbangkan oleìh 

hakim saat meìneìntuìkan huìkuìman, teìrmasuìk keìsalahan peìlanggar, niat batin meìreìka 

(meìns reìa), adanya peìmbeìnaran atauì alasan peìmaaf, dan keìmampuìan beìrtangguìng 

jawab. Meìnuìruìt Moeìljatno, syarat peìmidanaan meìlipuìti uìnsuìr objeìktif dan uìnsuìr 

suìbjeìktif. Uìnsuìr objeìktif dapat diartikan seìbagai tindak pidana (peìrbuìatan pidana), 

 
24 Barda Nawawi Arieìf, Bunga Rampai Keìbijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2002, hlm. 129.  
25 Muladi, Op.cit, hlm. 19.  
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dan uìnsuìr suìbjeìktif yaituì peìrtangguìngjawaban pidana. 26  Peìmidanaan sangat 

meìneìntuìkan keìmeìrdeìkaan seìseìorang. Ada seìbuìah uìngkapan yang meìnyatakan 

seìkeìcil-keìcilnya peìrkara peìrdata ituì meìnyangkuìt keìkayaan seìseìorang dan seìkeìcil-

keìcilnya peìrkara pidana ituì meìnyangkuìt keìmeìrdeìkaan seìseìorang. Oleìh kareìna ituì 

seìtiap hakim dalam meìmeìriksa dan meìmuìtuìs peìrkara haruìs meìlaluìi peìrtimbangan-

peìrtimbangan seìcara logis, jeìlas, dan cuìkuìp. Kaitannya deìngan puìtuìsan yang 

dikeìluìarkan oleìh hakim diharapkan mampuì meìmeìnuìhi asas keìpastian, keìmanfaatan, 

dan keìadilan.  

B.  Tinjauan Ancaman Pidana Minimum Khusus  

1.  Peìngeìrtian Ancaman Pidana Minimuìm Khuìsuìs  

Ancaman pidana minimuìm khuìsuìs meìruìpakan bagian daripada sisteìm peìmidanaan 

yaituì deìngan meìneìtapkan adanya ancaman pidana deìngan batasan minimuìm 

(minimal) teìrhadap lamanya masa pidana yang teìlah diteìntuìkan seìcara teìrteìntuì yang 

hanya teìrcantuìm dalam uìndang-uìndang diluìar KUìHP saja.27 Meìngeìnai hal teìrseìbuìt 

peìrluì dipaparkan bahwa meìnuìruìt KUìHP (Buìkuì Keìsatuì) pidana minimal hanya 

dapat dibeìrlakuìkan teìrhadap pidana peìnjara, seìhingga tidak dimuìngkinkan uìntuìk 

diteìrapkan uìntuìk pidana deìnda.28 Ruìmuìsan teìrkait pidana minimal di Indoneìsia ada 

teìrcantuìm dalam KUìHP, teìpatnya pada Pasal 12 ayat (2) KUìHP (Konseìp Buìkuì 1) 

hanya meìneìntuìkan bahwa pidana peìnjara uìntuìk jangka waktuì teìrteìntuì deìngan 

batasan paling singkat 1 (satuì) hari dan paling lama 15 (lima beìlas) tahuìn beìrtuìruìt-

tuìruìt dan teìrdapat dalam Pasal 18 ayat (1) uìntuìk pidana kuìruìngan.  

Keìteìntuìan seìbagaimana dimaksuìd teìrseìbuìt dibeìrlakuìkan seìcara uìmuìm (geìneìral), 

seìmeìntara ituì dalam pidana minimuìm “khuìsuìs” tidak diatuìr dalam KUìHP, seìhingga 

hanya teìrdapat dalam keìteìntuìan pidana khuìsuìs diluìar KUìHP. Seìbagaimana 

dikeìtahuìi bahwa KUìHP meìruìpakan “induìk” huìkuìm pidana, seìhingga beìrlakuì 

 
26  Burmansyahtia Darma, “Niat Jahat dan Unsur Deìngan Seìngaja Dalam Peìrtanggungjawaban 

Pidana”, 2024, availableì onlineì: https://sriwijayaonlineì.com/127305-niat-jahat-dan-unsur-deìngan-

seìngaja-dalam-peìrtangungjawaban-pidana.html, diakseìs pada tanggal 02 Juli 2024. 
27 Reìndra Yoki Pardeìdeì, Alvi Syahrin, Mohammad Eìkaputra, Mahmud Mulyadi, “Analisis Yuridis 

Teìrhadap Peìneìrapan Sanksi Pidana Di Bawah Ancaman Pidana Minimum Khusus dalam Peìrkara 

tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 775K/Pid. Sus/2020)”, Jurnal 

Konseìp Ilmu Hukum, Vol. 2, Nomor 3, Seìpteìmbeìr 2022, hlm. 145.  
28 Barda Nawawi Arieìf, Op.cit, hlm. 6 (seìbagaimana dikutip Eìrna Deìwi dalam Sisteìm Minimum 

Khusus dalam Hukum Pidana Seìbagai Salah Satu Usaha Peìmbaharuan Hukum Pidana Indoneìsia, 

hlm. 7. ) 

https://sriwijayaonline.com/127305-niat-jahat-dan-unsur-dengan-sengaja-dalam-pertangungjawaban-pidana.html
https://sriwijayaonline.com/127305-niat-jahat-dan-unsur-dengan-sengaja-dalam-pertangungjawaban-pidana.html
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seìcara uìmuìm, dalam arti tidak meìmiliki sifat keìkhuìsuìsan didalamnya. Peìngatuìran 

khuìsuìs di luìar KUìHP didasarkan pada Pasal 103 KUìHP, yang meìmuìngkinkan 

huìkuìm di luìar KUìHP uìntuìk meìngatuìr masalah yang beìrsifat teìrteìntuì. Seìhingga 

dalam hal ini, tidak ada batasan duìrasi minimuìm khuìsuìs paling reìndah atauì yang 

paling tinggi. 

Sifat “khuìsuìs” dalam istilah batas minimuìm khuìsuìs, dalam hal ini meìmbeìri bahasan 

meìngeìnai batasan minimuìm khuìsuìs leìbih keìpada kasuìistik dan suìbyeìktif, yang 

dalam hal ini seìtiap orang atauì neìgara meìmiliki tolak uìkuìr (peìnilaian) yang 

beìrbeìda-beìda, yang didasarkan pada keìpeìntingannya masing-masing, teìrkhuìsuìsnya 

keìpeìntingan neìgara.29 Ancaman minimuìm khuìsuìs juìga meìlihat tindak pidana yang 

diatuìrnya teìrmasuìk pada akibat yang timbuìl atas teìrjadinya tindak pidana teìrseìbuìt. 

Peìnjatuìhan pidana minimuìm khuìsuìs diteìrapkan seìcara beìrvariasi dan tidak beìrpola. 

Seìjuìmlah uìndang-uìndang diluìar KUìHP (meìngatuìr seìcara khuìsuìs yang lain daripada 

keìteìntuìan uìmuìm dalam KUìHP), istilah yang diguìnakan uìntuìk meìneìntuìkan batasan 

pidana baik ituì pidana maksimal atauì pidana minimal masih meìnuìnjuìkkan variasi 

yang beìrgaram. Seìpeìrti halnya peìmakaian kata “paling seìdikit”, “paling singkat”, 

atauì “seìkuìrang-kuìrangnya” dan seìbagainya. Hal teìrseìbuìt dapat meìnimbuìlkan 

peìrbeìdaaan peìnafsiran dikareìnakan inteìpreìtasi yang beìrbeìda puìla.30  

Konseìp meìngeìnai sisteìm peìmidanaan deìngan ancaman minimuìm khuìsuìs seìlama ini 

tidak dikeìnal dalam KUìHP. Dianuìtnya ancaman pidana minimuìm khuìsuìs beìrtitik 

tolah pada beìbeìrapa peìmikiran, yaituì:31 

1. Uìntuìk meìnghindari adanya keìseìnjangan dalam peìnjatuìhan pidana teìrhadap 

tindak pidana yang pada pokoknya yang dapat dipeìrbandingkan atauì teìrdapat 

peìrsamaan kuìalitasnya.  

2. Uìntuìk meìncapaian tuìjuìan peìngaruìh preìveìnsi geìneìral yaituì peìnceìgahan teìrhadap 

masyarakat meìlakuìkan seìbuìah keìjahatan, teìrkhuìsuìsnya teìrhadap tindak pidana 

 
29  Eìrna Deìwi, Sisteìm Minimum Khusus dalam Hukum Pidana Seìbagai Salah Satu Usaha 

Peìmbaharuan Hukum Pidana Indoneìsia, Pustaka Magisteìr, Seìmarang, 2011, hlm. 7.  
30 Aminal Umum, Peìneìrapan Pidana Minimum Khusus, Varia Peìradilan Tahun XXV No. 295 Juni 

2010, IKAHI, Jakarta, 2010, hlm. 16. 
31  Barda Nawawi Arieìf, Bunga Rampai Keìbijakan Hukum Pidana peìrkeìmbangan Peìnyusunan 

Konseìp KUHP Baru, Keìncana, Jakarta, 2017,  hlm. 127. 
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yang dipandang sangat meìruìgikan, beìrbahaya seìrta meìmbeìrikan keìreìsahan pada 

masyarakat 

3. Teìrdapat suìatuì peìmikiran analogi yang beìrpandangan bahwa jika sanksi pidana 

maksimuìm baik dalam konteìks uìmuìm mauìpuìn khuìsuìs dapat dipeìrbeìrat dalam 

situìasi-situìasi teìrteìntuì, maka seìharuìsnya sanksi pidana minimuìm juìga dapat 

dipeìrbeìrat dalam kondisi-kondisi teìrteìntuì puìla.  

Teìrkait deìngan pola “minimuìm khuìsuìs” dapat dipaparkan beìbeìrapa hal yaituì:32 

a. Pidana minimuìm khuìsuìs ialah peìngeìcuìalian, khuìsuìs uìntuìk tindakan kriminal 

yang dilihat sangat beìrbahaya, meìngancam, atauì meìnggangguì masyarakat,  dan 

deìlik yang dikuìalifikasikan atauì dipeìrbeìrat beìrdasarkan akibat yang dibeìrikan. 

Seìpeìrti halnya teìrhadap peìrbuìatan yang diancam deìngan pidana peìnjara diatas 

7 (tuìjuìh) tahuìn atauì diancam deìngan pidana mati seìsuìai yang dapat diteìrapkan 

minimuìm khuìsuìs, dikareìnakan deìlik-deìlik teìrseìbuìt dapat digolongkan seìbagai 

keìjahatan yang “sangat beìrat”, teìtapi tolak uìkuìr teìrseìbuìt dapat dituìruìnkan pada 

tindak pidana yang teìrgolong “beìrat” (diancam deìngan pidana peìnjara seìlama 4 

(eìmpat) sampai 7 (tuìjuìh) tahuìn). 

b. Pada muìlanya lamanya pidana minimuìm khuìsuìs hanya seìkitar 3 (tiga) sampai 

7 (tuìjuìh) tahuìn, yang keìmuìdian meìngalami peìrkeìmbangan seìhingga lamanya 

pidana minimuìm khuìsuìs seìkitar 1 (satuì) sampai 7 (tuìjuìh) tahuìn. 

c. Seìbagaimana halnya maksimuìm khuìsuìs, ancaman minimuìm khuìsuìs juìga dapat 

dikuìrangi atauì dipeìringan dalam keìadaan-keìadaan teìrteìntuì, misalnya: 

1. Teìrdapat kondisi yang dapat meìmpeìringan pidana, teìrkhuìsuìsnya teìrhadap 

anak uìsianya beìrada dibawah uìmuìr (teìrkait peìlakuì adalah anak, hal ini 

beìrdasarkan pasal 79 ayat (3) Uìndang-Uìndang Nomor 11 Tahuìn 2012 

teìntang Sisteìm Peìradilan Pidana Anak). 

2. Adanya keìseìsatan atauì keìalpaan. Tidak dapat dipastikan seìbeìrapa beìsar 

juìmlah peìnguìrangannya, hal ini teìrgantuìng pada peìnilaian hakim seìhingga 

dalam hal ini tidak dapat diteìntuìkan seìcara pasti. 

 
32 Eìrna Deìwi, Op. Cit, hlm. 56. 
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Keìuìntuìngan diteìrapkannya sisteìm peìmidanaan deìngan ancaman pidana minimuìm 

khuìsuìs adalah:33 

a. Meìmbeìrikan keìpastian huìkuìm, dalam hal ini hakim dalam meìmuìtuìs dan 

meìnyeìleìsaikan peìrkara yang ditanganinya meìmiliki uìkuìran (tolak uìkuìr) atauì 

batasan yaituì batasan minimuìm khuìsuìs teìrhadap seìtiap jeìnis tindak pidana yang 

dianggap meìmbahayakan dan meìruìgikan masyarakat. Keìjeìlasan huìkuìm 

meìmbeìrikan peìdoman bagi hakim seìhingga meìmiliki standar atauì ambang batas 

dalam meìngambil puìtuìsan dan meìnyeìleìsaikan kasuìs yang dihadapi, khuìsuìsnya 

ambang batas minimuìm yang diteìntuìkan uìntuìk seìtiap jeìnis tindak pidana yang 

dianggap beìrbahaya dan meìruìgikan masyarakat. Akibatnya, dalam konteìks ini, 

hakim tidak dipeìrkeìnankan meìmbeìrikan huìkuìman yang leìbih reìndah atauì leìbih 

ringan dari minimuìm yang teìlah diteìntuìkan.  

b. Dari sisi peìmbinaan teìrhadap peìlakuì tindak pidana beìrkaitan deìngan rangka 

uìpaya guìna meìnguìbah (meìlakuìkan peìmbinaan) peìrbuìatan narapidana meìnjadi 

leìbih baik, sangat beìrgantuìng pada lamanya pidana yang dijatuìhkan. Bagaimana 

proseìs peìmbinaan teìrhadap peìlakuì beìrtuìjuìan adanya peìruìbahan sikap yang leìbih 

baik dan dapat keìmbali lagi keì masyarakat. 

c. Meìlaluìi sisteìm pidana minimuìm khuìsuìs dapat meìnguìrangi atauì meìnghindari 

suìatuì disparitas pidana teìrhadap puìtuìsan hakim, Sisteìm huìkuìman minimuìm 

khuìsuìs dapat meìmbantuì meìnguìrangi atauì meìnghilangkan peìrbeìdaan dalam 

peìmbeìrian huìkuìman yang ditetapkan melalui putusan peìngadilan, yang pada 

akhirnya meìnuìmbuìhkan rasa puìas di antara peìlakuì, korban, dan masyarakat luìas. 

Keìtimpangan pidana meìngacuì pada peìneìrapan huìkuìman yang tidak seìtara 

uìntuìk peìlanggaran yang seìruìpa, yang meìnciptakan keìtidakkonsisteìnan dalam 

cara meìneìgakkan keìadilan. Deìngan meìngatasi peìrbeìdaan ini, sisteìm seìmacam 

ituì meìndorong peìndeìkatan yang leìbih adil teìrhadap huìkuìman pidana, yang 

meìnjamin keìadilan bagi seìmuìa pihak yang teìrlibat. Deìngan deìmikian disparitas 

pidana meìruìpakan situìasi adanya keìtidaksamaan dalam meìneìrapkan atauì 

 
33 Eìrna Deìwi, Op. Cit, hlm. 110. 
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meìneìtapkan huìkuìman pidana bagi tindak pidana seìruìpa atauì dapat 

dipeìrbandingkan.34 

d. Diharapkan meìmbeìrikan keìmuìdahan teìrhadap para peìneìgak huìkuìm dalam 

meìlaksanakan tuìgas dan fuìngsinya, teìrkhuìsuìsnya teìrhadap hakim seìbagai pihak 

yang beìrpeìran peìnting dalam proseìs peìnyeìleìnggaraan proseìs peìradilan pidana 

(dalam meìmuìtuìs peìrkara) dan bagi leìmbaga peìmasyarakatan (seìbagai teìmpat 

narapidana dibina). 

e. Guìna meìncapai keìseìjahteìraan sosial (keìseìjahteìraan masyarakat) seìbagaimana 

tuìjuìan politik kriminal. 

Keìruìgian diteìrapkannya sisteìm ancaman minimuìm khuìsuìs diantaranya adalah: 

a. Hakim dalam meìnjalankan tuìgas dan fuìngsinya tidak meìmiliki keìbeìbasan 

(keìleìluìasaan) dalam meìmuìtuìs pidana yang dijatuìhkan dibawah batasan 

minimuìm khuìsuìs yang teìlah diteìntuìkan bagi jeìnis tindak pidana yang diatuìr 

adanya batasan pidana minimuìm khuìsuìs. 

b. Dikhawatirkan akan meìnyeìbabkan muìncuìlnya suìatuì keìkakuìan huìkuìm. 

 

2.  Ancaman Pidana Minimuìm Khuìsuìs Teìrhadap Tindak Pidana Dalam Lingkuìp 

 Fiduìsia 

Tindak pidana khuìsuìs meìruìpakan tindak pidana yang peìngatuìrannya beìrada diluìar 

KUìHP. Adanya keìteìntuìan yang meìngatuìr huìkuìm pidana khuìsuìs didasarkan pada 

Pasal 103 KUìHP, yang meìmbeìrikan peìnjeìlasan bahwa seìgala keìteìntuìan yang 

teìrteìra pada Bab I hingga Bab VIII KUìHP juìga dibeìrlakuìkan teìrhadap peìrbuìatan-

peìrbuìatan diatuìr dalam keìteìntuìan peìruìndang-uìndangan lainnya diancam deìngan 

pidana, namuìn teìrdapat peìngeìcuìalian dimana jika oleìh uìndang-uìndang diteìntuìkan 

lain maka keìteìntuìan uìmuìm seìbagaimana dimaksuìd dapat tidak dibeìrlakuìkan. 

Beìrkaitan deìngan hal teìrseìbuìt, teìrdapat asas “Leìx Speìcialis Deìrogat Leìgi Geìneìrali”, 

yang meìmpuìnyai arti dimana ada keìteìntuìan huìkuìm atauì uìndang-uìndang yang 

meìmiliki keìduìduìkan seìtingkat dan meìngatuìr puìla mateìri yang sama, maka huìkuìm 

 
34 Nimeìro Gulo dan Adeì Kurniawan Muharram, “Disparitas Dalam Peìnjatuhan Pidana”, Jurnal 

Masalah-Masalah Hukum, Vol. 47, Nomor 3, Juli 2018,  hlm. 223. 
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atauì uìndang-uìndang yang khuìsuìs leìbih didahuìluìkan (meìnyampingkan) huìkuìm atauì 

uìndang-uìndang yang uìmuìm.35  

Asas teìrseìbuìt beìrkeìnaan deìngan keìduìduìkan suìatuì peìratuìran yang meìmiliki atauì 

meìngatuìr suìbstansi yang sama deìngan peìratuìran lain. Deìngan deìmikian, suìatuì 

peìratuìran yang meìmuìat keìteìntuìan (huìkuìm) pidana seìcara khuìsuìs, dari seìgi 

suìbstansi dapat meìngatuìr yang meìngeìsampingkan keìteìntuìan huìkuìm pidana uìmuìm 

baik dalam hal huìkuìm mateìriil mauìpuìn huìkuìm formil. Keìjahatan yang beìrsifat 

khuìsuìs, dipeìrluìkan peìnanganan yang khuìsuìs puìla, seìhingga peìngatuìran teìrhadap 

keìjahatan teìrseìbuìt juìga meìmiliki karakteìristik yang beìrsifat “khuìsuìs”, oleìh seìbab 

ituì adanya peìnyimpangan teìrhadap keìteìntuìan uìmuìm seìbagaimana dimaksuìd 

diteìrapkan dan dilaksanakan seìbagai salah satuì uìpaya huìkuìm pidana uìntuìk 

meìngatasi seìrta meìnangani suìatuì tindak keìjahatan yang meìmiliki sifat khuìsuìs atauì 

beìrsifat luìar biasa (eìxtraordinary).  

Keìjahatan yang meìmiliki karakteìristik khuìsuìs meìmeìrluìkan seìbuìah proseìs, proseìduìr 

atauì meìkanismeì yang beìrsifat khuìsuìs puìla seìsuìai deìngan sifat keìjahatannya. 

Suìbstansi suìatuì peìratuìran pidana yang meìngatuìr huìkuìm pidana khuìsuìs teìrseìbuìt 

juìga meìmuìat keìteìntuìan yang beìrbeìda dari ruìmuìsan norma huìkuìm pidana yang 

uìmuìm teìrmasuìk dalam hal yang peìnyimpangan normal teìrkait ancaman sanksi 

pidana. Salah satuì beìntuìk peìnyimpangan dari huìkuìm pidana teìrseìbuìt ialah 

peìnyimpangan dalam peìruìmuìsan ancaman pidana, yang meìncakuìp ancaman pidana 

minimuìm khuìsuìs dan ancaman maksimuìm khuìsuìs yang leìbih tinggi (dalam beìntuìk 

pidana peìnjara atauìpuìn ancaman pidana deìnda) atauì peìnyimpangan dari ancaman 

maksimuìm yang beìrlakuì seìcara uìmuìm, yaituì 15 tahuìn.36  

Deìwasa ini peìrkeìmbangan huìkuìm pidana Indoneìsia teìruìs diuìpayakan hingga 

seìkarang, muìlai dari huìkuìm pidana dan peìmidanaan. Peìngatuìran huìkuìm pidana 

diluìar KUìHP teìlah meìmbeìntuìk peìngatuìran huìkuìm pidana dan peìmidanaan seìndiri. 

Salah satuì sisteìm peìmidanaan yang meìnjadi tanda peìmbaharuìan huìkuìm pidana 

ialah sisteìm peìruìmuìsan ancaman pidana deìngan batasan minimal khuìsuìs. Sisteìm 

 
35  Tri Andrisman, Tindak Pidana Khusus Di Luar KUHP Tindak Pidana Eìkonomi, Korupsi, 

Peìncucian Uang, dan Teìrorismeì, Univeìrsitas Lampung, Bandar Lampung, 2010, hlm. 10. 
36 BPHN, Politik Hukum Dan Peìmidanaan, 2008, hlm. 111. 
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peìmidanaan deìngan ancaman pidana minimuìm khuìsuìs beìluìm meìmiliki tolak uìkuìr 

atauì batasan peìngancaman sanksi pidana yang jeìlas, teìrstuìktuìr atauì sisteìmatis. 37 

Teìrkait deìngan peìmidanaan, KUìHP tidak meìngatuìr adanya ancaman pidana 

minimuìm khuìsuìs, seìbagaimana teìlah dipaparkan seìbeìluìmnya beìrdasarkan Pasal 10 

KUìHP, hanya teìrdapat jeìnis-jeìnis sanksi pidana teìrmasuìk pidana peìnjara (dalam 

jangka waktuì teìrteìntuì atauì pidana peìnjara seìuìmuìr hiduìp) dan dalam seìtiap norma 

(keìteìntuìan) yang meìngatuìr tindak pidana tidak teìrdapat peìngatuìran teìrkait ancaman 

pidana minimuìm atauì maksimuìm khuìsuìs.  

Seìbagaimana teìlah dipaparkan seìbeìluìmnya keìteìntuìan meìngeìnai tindak pidana 

dalam lingkuìp fiduìsia teìlah diatuìr dalam Uìndang-Uìndang Nomor 42 Tahuìn 1999 

teìntang Jaminan Fiduìsia. Deìngan deìmikian, tindak pidana yang diatuìr dalam 

Uìndang-Uìndang Jaminan Fiduìsia meìruìpakan tindak pidana khuìsuìs, dikareìnakan 

diatuìr diluìar KUìHP. Uìndang-Uìndang Jaminan Fiduìsia yang meìnyatakan keìteìntuìan 

pidana dapat meìngatuìr hal lain diluìar keìteìntuìan KUìHP, yang didasarkan Pasal 103 

KUìHP. Keìteìntuìan dalam Pasal 35 Uìndang-Uìndang Jaminan Fiduìsia, meìngatuìr 

ancaman sanksi pidana yang didapat apabila meìlakuìkan peìrbuìatan pidana ialah 

pidana peìnjara paling singkat 1 (satuì) tahuìn dan paling lama 5 (lima) tahuìn dan 

deìnda paling seìdikit Rp 10.000.000 (seìpuìluìh juìta ruìpiah) dan paling banyak Rp 

100.000.000 (seìratuìs juìta ruìpiah).  

Ancaman pidana dalam pasal teìrseìbuìt seìcara jeìlas dan teìgas meìmpeìrlihatkan 

adanya ancaman minimuìm khuìsuìs. Batasan ancaman pidana minimuìm khuìsuìs yang 

diatuìr teìrlihat dalam nomeìnklatuìr “paling singkat 1 (satuì) tahuìn” dan ancaman 

pidana maksimuìm khuìsuìs yang teìrlihat dalam frasa “paling lama 5 (lima) tahuìn”, 

oleìh seìbab ituì makna daripada keìteìntuìan teìrseìbuìt meìngeìnai ancaman pidana adalah 

peìlakuì tindak pidana dapat dijatuìhkan deìngan pidana peìnjara seìlama 1 (satuì) tahuìn 

atauì leìbih, teìtapi tidak dipeìrkeìnankan uìntuìk dijatuìhkan pidana peìnjara deìngan 

jangka waktuì leìbih dari 5 (lima) tahuìn.  

 
37 Ibid, hlm. 82. 
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C.  Tinjauan Umum Putusan Hakim 

1.  Peìngeìrtian Hakim 

Hakim meìruìpakan uìnsuìr yang meìmeìgang peìranan peìnting dalam suìatuì sisteìm 

peìradilan pidana. Pasal 1 angka 8 Kitab Uìndang – Uìndang Huìkuìm Acara Pidana 

(seìlanjuìtnya diseìbuìt seìbagai KUìHAP) meìmbeìrikan peìngeìrtian bahwa hakim 

meìruìpakan peìjabat peìradilan neìgara yang beìrweìnang uìntuìk meìngadili, 

seìbagaimana weìweìnang ituì dibeìrikan oleìh keìteìntuìan uìndang-uìndang. Meìruìjuìk 

pada pasal teìrseìbuìt dapat dikatakan bahwa hakim seìbagai peìjabat peìngadilan dan 

peìmeìgang keìkuìasaan yang meìnyeìleìnggarakan keìkuìasaan keìhakiman dibeìri 

weìweìnang uìntuìk meìmuìtuìs peìrkara. Peìngeìrtian hakim juìga teìrteìra pada Pasal 19 

Uìndang-Uìndang Keìkuìasaan Keìhakiman yang meìnyeìbuìtkan bahwa hakim adalah 

peìjabat neìgara yang meìnjalankan keìkuìasaan keìhakiman seìsuìai uìndang-uìndang.  

Hakim dipandang seìbagai pribadi yang meìneìntuìkan nasib hiduìp seìseìorang 

(teìrdakwa), kareìna hakim yang meìnjatuìhkan dan meìneìntuìkan pidana teìrhadap 

seìseìorang teìrseìbuìt meìskipuìn dalam hal ini hakim teìtap haruìs meìlakuìkan tuìgasnya 

beìrlandaskan keìteìntuìan peìratuìran huìkuìm positif. Seìbagaimana beìrdasarkan 

peìratuìran peìruìndang-uìndangan, pada peìnyeìleìsaikan suìatuì peìrkara pidana maka 

hakim meìnjatuìhkan pidana wajib beìrdasarkan minimal 2 alat buìkti, hal ini seìjalan 

deìngan Pasal 183 KUìHAP meìnyatakan hakim meìmuìtuìs peìnjatuìhan pidana minimal 

deìngan duìa alat buìkti yang sah, yang beìrdasarkan alat buìkti teìrseìbuìt hakim teìlah 

meìmpeìroleìh keìyakinan keìbeìnaran suìatuì tindak pidana teìrjadi dan teìrdakwa 

beìrsalah meìlakuìkan peìrbuìatan yang didakwakan. 

2.  Beìntuìk-Beìntuìk Puìtuìsan Hakim 

Seìbagaimana teìlah dipaparkan seìbeìluìmnya bahwa hakim beìrweìnang meìmuìtuìs 

peìrkara yang diajuìkan keìpadanya. Puìncak daripada proseìs peìradilan pidana 

meìruìpakan puìtuìsan. Puìtuìsan peìngadilan yang dikeìluìarkan dan dinyatakan oleìh 

hakim. Teìrdapat 3 beìntuìk puìtuìsan hakim dalam peìrkara pidana, yaituì: 

a. Puìtuìsan beìbas, meìruìjuìk pada Pasal 191 ayat (1) KUìHAP, meìruìpakan puìtuìsan 

dimana teìrdakwa tidak teìrbuìkti seìcara sah dan meìyakinkan beìrsalah atauì 

deìngan kata lain meìlaluìi peìrsidangan dan peìmbuìktian bahwa tidak teìrbuìkti 

dakwaan yang dikeìnakan teìrhadap teìrdakwa.  
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b. Puìtuìsan leìpas, meìruìjuìk pada Pasal 191 ayat (2) KUìHAP, meìruìpakan puìtuìsan 

yang mana meìlaluìi peìmbuìktian dinyatakan bahwa teìrdakwa meìlakuìkan 

peìrbuìatan, akan teìtapi peìrbuìatan yang dilakuìkannya tidak teìrmasuìk dalam suìatuì 

tindak pidana. 

c. Puìtuìsan peìmidanaan (peìnjatuìhan pidana), meìruìpakan puìtuìsan yang 

beìrdasarkan proseìs peìrsidangan seìrta diseìrtai peìrtimbangan yang cuìkuìp dan alat 

buìkti maka diyatakan bahwa teìrdakwa teìlah seìcara sah dan meìyakinkan 

beìrsalah teìlah meìlakuìkan tindak pidana.  

Pasal 182 angka 6 KUìHAP meìngeìmuìkakan, bahwa pada asasnya puìtuìsan 

peìngadilan oleìh hakim didasarkan pada muìsyawarah majeìlis hakim (hasil 

peìrmuìfakatan), namuìn apabila teìlah diuìsahakan seìcara suìngguìh-suìngguìh 

muìsyawarah ituì, namuìn  hasil peìmuìfakatan tidak teìrcapai, maka dibeìrlakuìkan 

meìlaluìi cara puìtuìsan yang dipeìroleìh meìlaluìi suìara mayoritas atauì apabila meìlaluìi 

cara teìrseìbuìt tidak juìga didapat, maka puìtuìsan dipeìroleìh meìlauìi peìmilihan peìndapat 

hakim yang paling meìnguìntuìngkan bagi teìrdakwa. Proseìs peìrsidangan dihadiri dan 

dipimpin oleìh seìkuìrang-kuìrangnya 3 (tiga) hakim, hal ini teìrdapat dalam Pasal 11 

ayat (1) dan (2) Uìndang-Uìndang Keìkuìasaan Keìhakiman. Peìngadilan meìmeìriksa, 

meìngadili, dan meìmuìtuìs peìrkara deìngan suìsuìnan majeìlis hakim seìkuìrang-

kuìrangnya 3 (tiga) orang hakim, keìcuìali uìndang-uìndang meìneìntuìkan lain.  

Beìrdasarkan Pasal 195 KUìHAP, puìtuìsan yang sah dan meìmpuìnyai keìkuìatan 

huìkuìm adalah puìtuìsan yang dibacakan di sidang teìrbuìka uìntuìk uìmuìm. Namuìn 

teìrkait hal ini teìrdapat peìrkara yang dalam hal peìmeìriksaan peìrsidangannya beìrsifat 

teìrtuìtuìp, peìrkara teìrseìbuìt ialah antara lain peìrkara yang meìnyangkuìt anak dan 

peìrkara yang meìnyangkuìt keìsuìsilaan. Meìski beìgituì bagaimanapuìn jeìnis tindak 

pidananya atauìpuìn peìrkaranya, majeìlis hakim dalam meìnjatuìhkan seìbuìah puìtuìsan 

teìntuì haruìs beìrdasarkan peìrtimbangan seìrta alasan-alasan yang haruìs dicantuìmkan 

dalam puìtuìsannya, seìhingga dalam hal ini puìtuìsan peìngadilan (puìtuìsan hakim) 

diharapkan mampuì meìmeìnuìhi nilai-nilai cita huìkuìm, seìpeìrti asas keìpastian, 

keìmanfaatan, dan keìadilan. 

Proseìs peìradilan meìruìpakan proseìs meìneìgakkan huìkuìm dan keìadilan. Hakim yang 

meìneìntuìkan bagaimana peìrkara teìrseìbuìt diseìleìsaikan, yang dimana meìncari 
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keìbeìnaran seìrta meìneìgakkan huìkuìm dan keìadilan. Hakim seìbagai uìnsuìr teìrpeìnting 

dalam seìbuìah proseìs peìradilan, yang meìneìntuìkan bagaimana akhir dari peìrkara 

yang diajuìkan teìrhadapnya. Beìrdasarkan hal ini puìtuìsan peìngadilan oleìh hakim 

meìruìpakan puìtuìsan yang beìrkeìkuìatan huìkuìm teìtap. Beìrkeìkuìatan huìkuìm teìtap 

beìrarti meìmiliki keìkuìatan atas isi dan kaeìdah yang dinyatakan dalam puìtuìsan 

teìrseìbuìt.  

  

D.  Tinjauan Mengenai Kekuasaan Kehakiman  

Neìgara huìkuìm meìruìpakan neìgara yang beìrlandaskan hikuìm dalam seìtiap aspeìk 

keìhiduìpan beìrbangsa dan beìrneìgara. Gagasan neìgara huìkuìm peìrtama-tama 

dikeìmuìkakan oleìh plato, yang seìmakin dipeìrteìgas oleìh Aristoteìleìs. Meìnuìruìt Plato, 

neìgara yang dijalankan deìngan baik adalah neìgara yang beìrdasarkan peìngatuìran 

(huìkuìm) yang baik.38 Aristoteìleìs meìmpeìrkuìat gagasan Plato teìrseìbuìt, yang dituìlis 

oleìhnya dalam buìkuì Politica. Meìnuìruìt Aristoteìleìs, neìgara yang baik adalah neìgara 

yang dipeìdomani oleìh konstituìsi dan peìnyeìleìnggaraan neìgara teìrseìbuìt teìrdapat 

keìdauìlatan akan huìkuìm, dimana teìrdiri atas uìnsuìr peìmeìrintahan dilaksanakan uìntuìk 

keìpeìntingan uìmuìm, peìmeìrintahan beìrdasarkan huìkuìm, dan peìmeìrintahan 

dilaksanakan atas keìheìndak rakyat.39 

Pasal 1 ayat (3) UìUìD NRI Tahuìn 1945 meìneìgaskan bahwa Indoneìsia meìruìpakan 

neìgara huìkuìm. Implikasi keìbeìrlakuìan pasal ini adalah bahwa seìluìruìh aspeìk 

keìhiduìpan beìrbangsa dan beìrneìgara haruìs beìrlandaskan huìkuìm. Huìkuìm meìngawasi 

seìtiap tingkah lakuì individuì mauìpuìn masyarakat. Keìbeìrlangsuìngan dan peìranan 

akan eìksisteìnsi huìkuìm di Indoneìsia haruìs seìsuìai deìngan tuìjuìan dan cita bangsa dan 

Neìgara Indoneìsia. Neìgara Indoneìsia ialah neìgara yang meìmiliki tuìjuìan yakni 

meìncapai keìseìjahteìraan dan keìmakmuìran rakyat, seìjalan deìngan cita bangsa yang 

teìrdapat dalam peìmbuìkaan UìUìD NRI Tahuìn 1945 dan Pancasila seìbagai falsafah 

neìgara.  

Pancasila meìruìpakan peìdoman yang beìrsifat fuìndameìntal bagi neìgara Indoneìsia 

dalam meìmbuìat, meìmbeìntuìk, meìneìrapkan peìratuìran peìruìndang-uìndangan (huìkuìm) 

 
38 Tahir Azhary, Neìgara Hukum, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, hlm. 66. 
39 Dr. Ridwan HR, Hukum Administrasi Neìgara, Raja Grafindo Peìrsada, Deìpok,  2020, hlm. 2. 



32 
 

dituìjuìkan agar tidak teìrjadi peìnyeìleìweìngan dalam peìnyeìleìnggaraannya. Seìhingga 

dalam hal ini Indoneìsia meìruìpakan neìgara yang beìrdiri beìrlandaskan huìkuìm dan 

buìkan didasarkan pada keìkuìasaan beìlaka, bagaimana diuìpayakan keìpastian huìkuìm 

uìntuìk meìnjamin masyarakat dari keìseìweìnang-weìnangan peìnguìasa.  

Meìnuìruìt Bagir Manan konseìp meìngeìnai neìgara huìkuìm ialah neìgara atauì 

peìmeìrintah buìkan seìmata-mata hanya beìrfuìngsi dalam meìmeìlihara keìamanan dan 

keìteìrtiban masyarakat, namuìn juìga meìmiliki tangguìngjawab uìtama yaituì 

meìwuìjuìdkan keìadilan sosial, keìseìjahteìraan sosial, dan keìmakmuìran rakyat. 40 

Neìgara huìkuìm Indoneìsia meìruìpakan neìgara huìkuìm yang beìrdasarkan falsafah 

neìgara guìna meìwuìjuìdkan apa yang meìnjadi tuìjuìan dan cita bangsa dan neìgara atauì 

dapat dikatakan seìbagai seìbuìah neìgara huìkuìm Pancasila.  Karakteìristik neìgara 

huìkuìm Pancasila diantaranya adalah adanya peìngakuìan dan jaminan teìrhadap hak-

hak asasi manuìsia, neìgara huìkuìm yang beìrkeìpastian dan beìrkeìadilan (meìnjuìnjuìng 

keìpastian huìkuìm deìmi meìneìgakkan keìadilan), peìmisahan keìkuìasaan, teìrmasuìk 

peìradilan yang beìbas dan adil.41  

Peìmisahan keìkuìasaan dalam sisteìm peìnyeìleìnggaraan keìtataneìgaraan di Indoneìsia 

seìbagai seìbuìah neìgara huìkuìm teìrbagi atas keìkuìasaan eìkseìkuìtif, leìgislatif, dan 

yuìdikatif. Keìtiga keìkuìasaan teìrseìbuìt dituìjuìkan guìna meìnghindari adanya abuìseì of 

poweìr, keìkuìasaan yang beìrtuìmpuì hanya pada satuì tangan, seìhingga dapat 

meìnimbuìlkan keìseìweìnang-weìnangan. Keìkuìasaan keìhakiman meìruìpakan bagian 

dari 3 (tiga) eìleìmeìn keìkuìasaan teìrseìbuìt. Keìkuìasaan keìhakiman meìruìpakan 

keìkuìasaan yuìdikatif, yang beìrfuìngsi dalam hal meìngadili.  

Keìkuìasaan keìhakiman meìmiliki karakteìristik yaituì seìbagai keìkuìasaan yang 

meìrdeìka dalam meìnyeìleìnggarakan peìradilan yang dimana didalamnya huìkuìm dan 

keìadilan diteìgakkan, hal ini seìsuìai deìngan keìteìntuìan Pasal 24 ayat (1) UìUìD NKRI 

Tahuìn 1945. Seìlain ituì keìkuìasaan keìhakiman meìneìgaskan bahwa hakim dalam 

meìnjatuìhkan puìtuìsan haruìs meìlakuìkan peìrtimbangan teìrhadap sisi teìrdakwa. Hal 

 
40 Eìviandri, Khuzdaifah Dimyati, dan Absori, “Quo Vadis Neìgara Keìseìjahteìraan: Meìneìguhkan 

Ideìologi Weìlfareì Stateì Neìgara Hukum Keìseìjahteìraan Indoneìsia”, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 31, 

Nomor 2, Juni 2019, hlm. 259. 
41 Madeì Heìndra Wijaya, “Karakteìristik Konseìp Neìgara Hukum Pancasila”, Jurnal Advokasi, Vol. 5, 

No. 2, 2015, hlm. 212-213. 
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ini teìrcantuìm dalam Pasal 8 ayat (2) Uìndang-uìndang Nomor 48 Tahuìn 2009, 

meìnyeìbuìtkan bahwa seìtiap hakim dalam meìmpeìrtimbangkan suìatuì peìrkara dari 

aspeìk beìrat ringannya pidana, namuìn hakim wajib meìneìlaah seìrta meìnceìrmati juìga 

teìrhadp sifat peìlakuì yang baik dan jahat. Beìrdasarkan keìteìntuìan teìrseìbuìt, hakim 

haruìs meìmpeìrtimbangkan dari seìgala aspeìk teìrmasuìk aspeìk sosiologis seìpeìrti 

dalam halnya latar beìlakang teìrdakwa, sikap batin teìrdakwa, dan seìbagainya. 

Seìbagaimana yang teìlah diseìbuìtkan diatas seìpeìrti aspeìk sosiologis meìruìpakan hal-

hal yang haruìs dipeìrhatikan hakim dalam meìnimbang dan meìmuìtuìs suìatuì peìrkara. 

Hakim haruìs meìmpeìrhatikan asas keìadilan, keìpastian huìkuìm, dan keìmanfaatan 

agar putusan yang dikeìluìarkan meìnjadi puìtuìsan yang ideìal. Dalam hal ini meìmiliki 

keìteìrkaitan deìngan peìneìgakan huìkuìm oleìh hakim, yaituì dalam proseìs peìnjatuìhan 

pidana.  Bahwa keìbeìrlakuìan dan eìksisteìnsi huìkuìm teìrmasuìk dalam hal peìneìgakkan 

huìkuìm, dimaksuìdkan guìna meìncapai seìbuìah tuìjuìan. Hal ini beìrkaitan deìngan tiga 

asas yang sangat eìseìnsial dalam meìnyeìleìnggarakan seìbuìah peìneìgakan huìkuìm, hal 

teìrseìbuìt ialah keìpastian huìkuìm, keìmanfaatan, dan keìadilan.  

 

Gagasan meìngeìnai keìtiga asas ituì muìlanya dipeìrkeìnalkan oleìh Guìstav Radbruìch 

dalam buìkuìnya yang beìrjuìduìl “eìinführuìng in dieì reìchtswisseìnschafteìn”, dalam 

buìkuì teìrseìbuìt dipaparkan bahwa huìkuìm meìnganduìng 3 (tiga) nilai yang eìseìnsian 

dan beìrsifat fuìndameìntal, yaituì Keìadilan (Geìreìchtigkeìit), Keìmanfaatan 

(Zweìckmassigkeìit), dan Keìpastian Huìkuìm (Reìchtssicheìrheìit). 42  Puìtuìsan hakim 

meìneìntuìkan nasib teìrdakwa, oleìh seìbab ituì hakim dalam meìmuìtuìs haruìs 

meìmpeìrtimbangkan aspeìk-aspeìk lainnya seìlain daripada aspeìk yuìridis. Dalam hal 

ini puìtuìsan hakim haruìs meìreìpreìseìntasikan nilai-nilai yuìridis (keìpastian huìkuìm), 

sosiologis (keìmanfaatan) dan filosofis (keìadilan). 

1. Keìpastian Huìkuìm ( Aspeìk Yuìridis) 

Peìrtimbangan yuìridis meìmiliki arti bahwa hakim dalam meìmuìtuìs suìatuì peìrkara 

haruìs beìrdasarkan pada peìratuìran huìkuìm yang beìrlakuì baik huìkuìm mateìriil 

mauìpuìn huìkuìm formil. Hakim meìndasarkan puìtuìsannya pada fakta-fakta huìkuìm 

yang dipeìroleìh meìlaluìi peìrsidangan dan oleìh keìteìntuìan uìndang-uìndang teìlah 

 
42 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 19. 
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diteìtapkan seìbagai hal yang haruìs dimuìat didalam puìtuìsan, seìpeìrti dakwaan 

peìnuìntuìt uìmuìm, tuìntuìtan peìnuìntuìt uìmuìm, teìrmasuìk alat buìkti yang meìncuìkuìpi 

(seìbagaimana seìsuìai deìngan Pasal 183 KUìHAP yang meìmaparkan bahwasanya 

dalam meìnjatuìhkan pidana haruìs beìrdasarkan minimal 2 alat buìkti). 43  Hakim 

diharapkan uìntuìk meìmpeìrhatikan asas keìpastian huìkuìm dalam proseìs peìngambilan 

puìtuìsannya. Asas ini meìmastikan bahwa huìkuìm dilaksanakan seìcara konsisteìn, 

meìmbeìrikan keìjeìlasan dan keìstabilan dalam peìneìrapannya. Keìpastian huìkuìm 

seìcara intrinsik teìrkait deìngan peìneìgakan huìkuìm, khuìsuìsnya dalam hal bagaimana 

keìteìntuìan peìruìndang-uìndangan ditafsirkan dan diteìrapkan dalam praktik.  

Keìpastian huìkuìm dimaknai seìbagai adanya huìkuìm yang pasti yang meìmiliki 

keìkuìatan dalam keìbeìrlakuìannya teìrhadap hal-hal yang konkreìt. Keìpastian huìkuìm 

meìmiliki keìteìrkaitan yang eìrat deìngan huìkuìm teìrtuìlis (peìratuìran peìruìndang-

uìndangan). Meìnuìruìt Guìstav Radbuìrch ada 4 (eìmpat) hal meìndasar meìngeìnai 

keìpastian huìkuìm. Peìrtama, huìkuìm ituì positif, yang beìrarti bahwa huìkuìm positif 

meìruìpakan huìkuìm teìrtuìlis atauì beìrbeìntuìk peìratuìran peìruìndang-uìndangan. Keìduìa, 

huìkuìm diteìtapkan seìcara pasti, beìrkeìnaan deìngan hal ini bahwa hakim dalam 

meìmpeìrtimbangkan seìrta meìmuìtuìs suìatuì peìrkara tidak beìrdasarkan pada 

peìnilaiannya seìndiri meìlainkan didasarkan pada fakta atauì keìnyataan yang ada. 

Keìtiga, fakta dipaparkan deìngan jeìlas dan tidak meìnimbuìlkan makna ganda guìna 

meìnghindari adanya keìsilapan teìrkait makna, disamping muìdah dijalankan. 

Keìeìmpat, huìkuìm positif tidak muìdah beìruìbah.44 

Suìdikno Meìrtokuìsuìmo meìmiliki pandangan bahwa, keìpastian huìkuìm meìmbeìrikan 

peìrlinduìngan teìrhadap peìncari keìadilan dari tindakan seìweìnang-weìnang. 

Masyarakat meìngharapkan seìbuìah keìpastian huìkuìm, seìhingga dalam 

peìnyeìleìnggaraan keìhiduìpan beìrmasyarakat akan leìbih teìratuìr dan teìrtib.45 Huìkuìm 

Pidana seìndiri meìngeìnal seìbuìah prinsip yang meìndasar yaituì asas leìgalitas. Asas 

leìgalitas teìlah teìrcantuìm dalam Pasal 1 ayat (1) KUìHP, yang meìnjabarkan bahwa 

tidak ada seìorangpuìn yang dapat dikeìnakan pidana jika beìluìm ada peìratuìran 

 
43 Dart Pakpahan, Heìrlina Manullang, Roida Nababan, Analisis dasar Peìrtimbangan Hakim Dalam 

Meìnjatuhkan Pidana Keìpada Yang Meìmbuka Lahan Deìngan Cara Meìmbakar (Studi Putusan Nomor 

623/Pid.B/2019/PN.BTA), Jurnal Hukum PATIK, Vol. 7, No. 2, 2018,  hlm. 125. 
44 Satjipto Rahardjo, loc.cit., hlm. 19. 
45 Sudikno Meìrtokusumo, Meìngeìnal Hukum, Libeìrty, Yogyakarta, 1990, hlm. 145. 
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peìruìndang-uìndangan pidana yang meìngatuìr beìrbuìatan ituì. Hal ini beìrmakna bahwa 

seìseìorang dipidana beìrdasarkan peìngatuìran yang jeìlas dan teìgas, teìrmasuìk dalam 

meìngadili, meìmeìriksa, hingga meìmuìtuìs pidana teìrhadap orang teìrseìbuìt. 

2. Keìmanfaatan (Aspeìk Sosiologis) 

Keìmanfaatan beìrkaitan deìngan aliran uìtilitarianismeì, dimana meìnyatakan bahwa 

eìksisteìnsi huìkuìm beìrtuìjuìan guìna meìmbeìrikan manfaat keìpada seìbanyak-

banyaknya orang. Keìmanfaatan yang dikaitkan deìngan teìori uìtilitatianismeì yang 

diuìngkapkan Jeìreìmy Beìntham, dimana dipeìrsamakan deìngan makna bahwa 

keìbahagiaan bagi manuìsia diteìntuìkan deìngan juìmlah banyaknya orang (theì greìateìst 

good of theì greìateìst nuìmbeìr). Meìnuìruìt Jeìreìmy Beìntham, keìmanfaatan (uìtility) 

meìruìpakan seìsuìatuì yang beìrmanfaat, yang meìmbeìri keìbahagiaan, juìga yang 

meìnceìgah keìruìsakan, keìtidakbahagiaan atauì keìjahatan.46  

Huìkuìm beìrfuìngsi guìna meìwuìjuìdkan keìteìrtiban, keìamanan, seìrta keìteìntraman 

dalam keìhiduìpan masyarakat.  Meìnuìruìt Sajitpto Raharjo, keìmanfaatan huìkuìm 

dapat dipeìrguìnakan seìbagai suìatuì alat uìntuìk meìncapai seìbuìah tuìjuìan yaituì 

keìteìrtiban dan keìteìratuìran. Deìngan deìmikian, huìkuìm meìruìpakan peìdoman bagi 

tingkah lakuì manuìsia, meìmbeìrikan peìtuìnjuìk teìrhadap apa yang seìyogyianya 

dipeìrbuìat dan yang tidak dapat dipeìrbuìatan atauì dilakuìkan.47  

Keìbeìrlakuìan huìkuìm juìga haruìs meìmpeìrhatikan manfaat bagi keìpeìntingan baik ituì 

individuì mauìpuìn masyarakat, dalam hal ini huìkuìm haruìs mampuì beìrfaeìdah atauì 

beìrguìna. Keìmanfaatan dalam puìtuìsan hakim, dalam hal ini hakim haruìs 

meìpeìrhatikan dari seìgi sosiologis. Deìngan deìmikian hakim dalam meìnjatuìhkan 

puìtuìsan didasarkan pada kondisi social yang meìruìpakan latar beìlakang teìrdakwa, 

dan meìmpeìrtimbangkan bahwa lamanya pidana yang dikeìnakan teìrhadap teìrdakwa 

haruìs meìmiliki manfaat sosial teìrhadap masyarakat.48 

3. Keìadilan (Aspeìk Filosofis) 

 
46 Inggal Ayu Noorsanti, “Keìmanfaatan Hukum Jeìreìmy Beìntham Reìleìvansinya deìngan Keìbijakan 

Peìmeìrintah meìlalui Bantuan Langsung Tunai Dana Deìsa”, Jurnal Riseìt Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 2, 

2023, hlm. 185-186. 
47 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, 1991, hlm. 13. 
48 M. Lubis Solly, Ilmu Peìrundang-Undangan, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 6-9. 
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Nilai keìadilan diteìmpatkan pada proporsional, seìrta beìrgantuìng pada kasuìitis. 

Guìstav Radbruìch meìmbeìri pandangan bahwa cita huìkuìm ialah keìadilan. Tuìjuìan 

huìkuìm tidak lain daripada meìwuìjuìdkan keìadilan. Namuìn dalam hal ini keìpastian, 

keìmanfaatan, dan keìadilan meìruìpakan satuì keìsatuìan. Keìpastian huìkuìm tidak hanya 

beìrorieìntasi pada peìratuìran peìruìndang-uìndangan (leìgalitas), meìlainkan keìpastian 

yang beìrkeìadilan.49 

Keìtiga tuìjuìan huìkuìm seìbagaimana teìlah diseìbuìtkan yaituì keìpastian, keìmanfaatan, 

dan keìadilan, dalam hal ini Guìstav meìnyatakan bahwa keìadilan dapat diprioritaskan 

dibandingkan nilai keìpastian huìkuìm dan keìmanfaatan, dimana adanya prioritas 

dalam meìncapai nilai tuìjuìan huìkuìm. Keìadilan leìbih diuìtamakan keìmuìdian 

keìmanfaatan, laluì keìpastian huìkuìm.50 Pandangan Aristoteìleìs bahwa keìadilan teìrdiri 

atas keìadilan distribuìtieìf dan keìadilan commuìtatieìf. Keìadilan distribuìtif beìrtitik 

tuìmpuì pada keìadilan yang dibeìrikan keìpada seìtiap orang meìnuìruìt jasanya “suìuìm 

ciuìquìeì tribuìeìreì”, seìhingga dapat dikatakan bahwa keìadilan distribuìtif meìruìpakan 

keìadilan yang dibeìrikan keìpada seìtiap orang beìrdasarkan haknya mauìpuìn 

keìmampuìannya. Seìdangkan keìadilan commuìtatieìf meìruìpakan keìadilan yang 

keìpada seìtiap orang meìndaparkan yang sama banyaknya, dalam hal ini keìadilan 

dibeìrikan keìpada seìmuìa orang tanpa meìmandang jasa, statuìs dan keìduìduìkan 

seìseìorang teìrseìbuìt.51  Pada praktiknya bisa saja dirasa adil uìntuìk yang satuì namuìn 

tidak adil uìntuìk yang lain. Disinilah para peìneìgak huìkuìm dalam beìrtindak haruìs 

beìrpijak beìrdasarkan peìrtimbangan seìhingga dapat meìmberikan sebuah putusan 

yang mencerminkan nilai keadilan. Keìadilan dapat dimaknai seìbagai suìatuì kondisi 

dimana seìtiap orang meìndapatkan hak seìsuìai deìngan kapasitasnya atauì deìngan kata 

lain seìtiap orang dibeìrlakuìkan sama seìcara proporsional. Huìkuìm tanpa keìadilan 

meìnjadi tidak beìrmakna.52 

 
49 Yovita A Meìngeìsti dan Beìrnard L, Tanya Moralitas Hukum, Geìnta Publishing, Yogyakarta, 2014, 

hlm. 74. 
50 Utami Puspaningsih, 2022, Tiga Aliran Konveìnsional teìntang Tujuan Hukum, Availableì onlineì: 

https://mail.pa-sidikalang.go.id/indeìx.php/publikasi/arsip-artikeìl/723-tiga-aliran-konveìnsional-

teìntang-tujuan-hukum.  
51  Johan Nasution, “Kajian Filosofis Teìntang Konseìp Keìadilan Dari Peìmikiran Klasik Sampai 

Peìmikiran Modeìrn”, Jurnal Yustisia, Vol. 3, No. 2, 2014, hlm. 120-121. 
52  Supriyono, “Teìrciptanya Rasa Keìadilan, Keìpastian, dan Keìmanfaatan dalam Keìhidupan 

Masyarakat”, Jurnal Ilmiah Feìnomeìna, Vol. 14, No. 2, 2016, hlm. 1571. 

https://mail.pa-sidikalang.go.id/index.php/publikasi/arsip-artikel/723-tiga-aliran-konvensional-tentang-tujuan-hukum
https://mail.pa-sidikalang.go.id/index.php/publikasi/arsip-artikel/723-tiga-aliran-konvensional-tentang-tujuan-hukum
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Berkaitan dengan aspek keìadilan, hal ini meìngacuì pada peìrtimbangan filosofis yang 

meìndasarinya. Peìrtimbangan filosofis ini meìncakuìp peìnilaian teìrhadap nilai 

keìadilan baik bagi teìrdakwa mauìpuìn korban. Dengan demikian, keìadilan tidak 

hanya dilihat dari sisi huìkuìman yang dijatuìhkan, teìtapi juìga dari sisi bagaimana 

proseìs huìkuìm yang dijalankan dapat meìwuìjuìdkan rasa aman dan keìpuìasan keìpada 

masyarakat. Keìadilan haruìs dapat memperhatikan keìpeìntingan keìduìa beìlah pihak, 

meìmbeìrikan peìrlinduìngan bagi korban dan keìseìmpatan bagi teìrdakwa uìntuìk 

meìmpeìrbaiki diri. Seìlain ituì, peìrtimbangan teìrseìbuìt meìnuìnjuìkkan bahwa hakim 

dalam meìneìntuìkan huìkuìman yang akan dijatuìhkan keìpada teìrdakwa beìruìpaya 

uìntuìk meìnguìbah peìrilakuì teìrdakwa meìnjadi leìbih baik seìlama meìnjalani proseìs 

huìkuìman. Hal ini meìnceìrminkan peìmahaman bahwa seìtiap individuì meìmiliki 

poteìnsi uìntuìk beìruìbah menjadi pribadi yang lebih baik. Bahwa sisteìm peìradilan 

pidana tidak seìmata-mata meìruìpakan meìkanismeì uìntuìk meìnghuìkuìm teìtapi juìga 

meìdia bagi teìrdakwa uìntuìk meìnjadi leìbih baik.  

Filosofi yang meìndasari huìkuìman meìneìkankan pada reìhabilitasi peìlakuì tindak 

pidana, yang beìrtuìjuìan uìntuìk reìinteìgrasi meìreìka keì dalam masyarakat seìteìlah 

seìleìsai meìnjalani huìkuìman. Fokuìs reìhabilitasi ini meìnggeìseìr konseìp peìmidanaan 

peìmbalasan, di mana tuìjuìannya adalah uìntuìk meìngatasi akar peìnyeìbab peìrilakuì 

terpidana daripada seìkadar meìnjatuìhkan huìkuìman. Seìlain langkah-langkah praktis 

ini, peìran hakim juìga meìlibatkan tingkat eìmpati dan peìmahaman yang signifikan. 

Deìngan meìngakuìi keìmanuìsiaan seìtiap teìrdakwa dan poteìnsi uìntuìk beìruìbah, hakim 

dapat meìnginspirasi harapan dan meìmotivasi teìrdakwa (teìrpidana) uìntuìk 

meìlakuìkan peìngeìmbangan diri.53 

  

 
53  M. Yahya Harahap, Peìmbahasan Peìrmasalahan dan Peìneìrapan KUHAP Peìnyidikan dan 

Peìnuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 20. 
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II. METODE PENELITIAN 

 
 

 

 

A.  Pendekatan Masalah 

Meìtodeì huìkuìm normatif dipeìrguìnakan seìbagai meìtodeì peìneìlitian ini. Meìnuìruìt 

Soeìrjono Soeìkanto, peìneìlitian huìkuìm deìngan peìndeìkatan yuìridis normatif 

diseìleìnggarakan deìngan cara meìnilik dan meìngkaji beìrbagai bahan keìpuìstakaan 

atauì data seìkuìndeìr yang meìnjadi dasar peìneìlitian. Dalam konteìks ini, peìneìlitian 

beìrtuìjuìan uìntuìk meìneìluìsuìri beìrbagai peìratuìran dan liteìratuìr yang beìrkaitan deìngan 

isuì huìkuìm yang diangkat. Oleìh kareìna ituì, meìtodeì yuìridis normatif ini 

meìnitikbeìratkan pada eìvaluìasi teìrhadap norma-norma huìkuìm beìrkaitan deìngan 

topik diseìrtasi. 

Seìlain ituì, peìneìlitian ini juìga akan meìngkaji peìneìrapan keìteìntuìan huìkuìm. Uìntuìk 

meìnduìkuìng hal teìrseìbuìt, akan dilakuìkan wawancara deìngan narasuìmbeìr uìntuìk 

meìnguìmpuìlkan informasi yang dipeìrluìkan teìrkait peìrmasalahan yang diteìliti, yang 

akan disuìsuìn seìcara deìskriptif, yang meìmiliki tuìjuìan yaituì meìmbeìrikan peìnjeìlasan 

dan gambaran seìcara meìnyeìluìruìh meìngeìnai kondisi huìkuìm positif yang beìrlakuì 

dan peìristiwa huìkuìm yang teìrjadi di masyarakat. 

B. Sumber dan Jenis Data 

Soeìrjono Soeìkanto meìmbeìri deìfinisi data meìruìpakan kuìmpuìlan beìrbagai 

keìteìrangan yang dipeìrluìkan uìntuìk meìlakuìkan peìneìlitian yang didapati dari suìmbeìr-

suìmbeìr yang diteìntuìkan. Data meìmiliki peìranan yang sangat peìnting dalam suìatuì 

peìneìlitian kareìna meìruìpakan dasar uìntuìk meìlakuìkan analisis dan meìnarik 

keìsimpuìlan. Beìrdasarkan asalnya, data dapat dibagi meìnjadi duìa kateìgori uìtama, 

yaituì data lapangan dan data keìpuìstakaan. Data lapangan meìngacuì pada informasi 
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yang dipeìroleìh langsuìng dari teìmpat peìneìlitian, seìdangkan data keìpuìstakaan 

meìlipuìti informasi yang dipeìroleìh dari liteìratuìr atauì suìmbeìr teìrtuìlis.54   

Leìbih lanjuìt, ada duìa jeìnis data yang pada uìmuìmnya dipeìrguìnakan dalam seìbuìah 

peìneìlitian, yaituì data primeìr dan data seìkuìndeìr. Data primeìr meìruìpakan data yang 

didapati seìcara langsuìng oleìh peìneìliti meìlaluìi meìtodeì seìpeìrti wawancara, suìrveìi, 

atauì obseìrvasi di lapangan. Data ini seìring kali beìrkaitan deìngan peìrilakuì 

masyarakat atauì feìnomeìna sosial yang diteìliti. Seìdangkan data seìkuìndeìr adalah data 

yang dipeìroleìh dari suìmbeìr-suìmbeìr yang suìdah ada seìbeìluìmnya seìpeìrti buìkuì, 

artikeìl, laporan, dan bahan teìrtuìlis lain yang reìleìvan deìngan topik peìneìlitian. Dalam 

peìneìlitian ini, jeìnis data yang diguìnakan adalah data seìkuìndeìr. Data seìkuìndeìr yang 

dimaksuìd adalah informasi yang diambil dari beìrbagai suìmbeìr huìkuìm yang reìleìvan 

deìngan masalah yang dibahas. 

Proseìs ini meìlibatkan peìneìluìsuìran liteìratuìr yang ada, baik yang beìrsifat akadeìmis 

mauìpuìn praktis, uìntuìk meìndapatkan peìmahaman yang leìbih meìndalam meìngeìnai 

topik yang seìdang diteìliti. Peìnuìlisan peìneìlitian ini meìmpeìrguìnakan data seìkuìndeìr 

yang teìrdiri dari tiga kateìgori uìtama, yaituì bahan huìkuìm primeìr, bahan huìkuìm 

seìkuìndeìr, dan bahan huìkuìm teìrsieìr. Bahan huìkuìm primeìr meìncakuìp uìndang-

uìndang, peìratuìran, dan puìtuìsan peìngadilan yang meìnjadi suìmbeìr huìkuìm uìtama. 

Bahan huìkuìm seìkuìndeìr meìlipuìti buìkuì, artikeìl, dan analisis yang dituìlis oleìh para 

ahli huìkuìm yang meìmbeìrikan inteìrpreìtasi atauì peìnjeìlasan meìngeìnai bahan huìkuìm 

primeìr. Seìmeìntara ituì, bahan huìkuìm teìrsieìr meìncakuìp suìmbeìr-suìmbeìr yang 

meìmbeìrikan ringkasan atauì panduìan meìngeìnai bahan huìkuìm, seìpeìrti eìnsiklopeìdia 

huìkuìm atauì kamuìs huìkuìm, deìngan meìnggabuìngkan keìtiga jeìnis bahan huìkuìm ini, 

peìneìliti dapat meìmbanguìn landasan yang kuìat.55  

a. Bahan huìkuìm primeìr, yaituì bahan huìkuìm yang meìngikat teìrdiri dari:  

1. Uìndang-Uìndang Nomor 48 Tahuìn 2009 Teìntang Keìkuìasaan Keìhakiman  

2. Uìndang-Uìndang Nomor 42 Tahuìn 1999 Teìntang Jaminan Fiduìsia 

3. Uìndang-uìndang Nomor 1 Tahuìn 1946 Teìntang Peìratuìran Huìkuìm Pidana 

(KUìHP) 

 
54 H. Zainuddin Ali, Meìtodeì Peìneìlitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, Ceìt. 1, 2009, hlm. 23. 
55 Maiyeìstati, Meìtodeì Peìneìlitian Hukum, 2022, LPPM Univeìrsitas Bung Hatta, Sumbar, hlm. 19. 
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4. Uìndang-uìndang Nomor 8 Tahuìn 1981 Teìntang Huìkuìm Acara Pidana 

(KUìHAP)  

b. Bahan huìkuìm seìkuìndeìr adalah suìmbeìr yang beìrisi meìngeìnai peìnjeìlasan leìbih 

lanjuìt teìrkaitr bahan huìkuìm primeìr. Bahan huìkuìm seìkuìndeìr yang akan 

diguìnakan antara lain peìndapat-peìndapat huìkuìm, yang diambil dari beìrbagai 

liteìratuìr huìkuìm, seìpeìrti buìkuì-buìkuì, teìsis, artikeìl ilmiah, juìrnal, dan situìs weìb 

yang reìleìvan deìngan ruìmuìsan masalah.56  

c. Bahan huìkuìm teìrsieìr beìrfuìngsi seìbagai peìtuìnjuìk mauìpuìn peìnjabaran tambahan 

teìrhadap bahan huìkuìm primeìr dan seìkuìndeìr. Kateìgori bahan ini meìncakuìp 

kamuìs, eìnsiklopeìdia, dan suìmbeìr-suìmbeìr analog yang meìmfasilitasi 

peìmahaman teìrhadap konteìks huìkuìm yang leìbih luìas. 

C.  Penentuan Narasumber 

Seìlain daripada stuìdi keìpuìstakaan meìlaluìi liteìratuìr, peìnuìlis meìrasa meìmbuìtuìhkan 

beìbeìrapa narasuìmbeìr seìbagai suìmbeìr informasi guìna meìmpeìrjeìlas teìrkait topik 

peìrmasalahan seìcara beìnar dan uìntuìk meìlakuìkan kajian dan analisis data yang 

dipeìroleìh. Narasuìmbeìr dalam peìneìlitian ini adalah seìbagai beìrikuìt:  

1. Hakim di Peìngadilan Neìgeìri Tanjuìng Karang   1 Orang 

2. Doseìn Bagian Huìkuìm Pidana Fakuìltas Huìkuìm Uìnila  2 Orang 

 

Juìmlah        3 Orang 

D.  Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Proseìduìr Peìnguìmpuìlan Data 

Proseìduìr Peìnguìmpuìlan Data dilakuìkan uìntuìk meìnyeìmpuìrnakan data guìna meìnguìji 

hasil yang didapati meìlauìi peìneìlitian ini. Proseìduìr peìnguìmpuìlan data yang 

diguìnakan dalam peìneìlitian ini teìrdiri dari data seìkuìndeìr meìlaluìi stuìdi keìpuìstakaan 

dan stuìdi lapangan seìbagai beìrikuìt: 

a. Stuìdi Keìpuìstakaan (Library Reìseìarch) 

Stuìdi liteìratuìr beìrtuìjuìan uìntuìk meìngideìntifikasi fokuìs dan tuìjuìan peìneìlitian yang 

akan dilakuìkan deìngan cara meìmeìriksa, meìngeìvaluìasi, dan meìninjauì suìmbeìr daya 

peìrpuìstakaan atauì liteìratuìr yang reìleìvan teìrkait deìngan isuì-isuì yang akan dibahas. 

 
56 Ibid, hlm. 26-27.  
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b. Wawancara (Inteìrvieìw) 

Wawancara dilakuìkan uìntuìk meìnguìmpuìlkan informasi yang dibuìtuìhkan yang 

beìrhuìbuìngan deìngan isuì-isuì yang dibahas. Meìskipuìn dalam skripsi ini 

meìngguìnakan meìtodeì peìneìlitian yuìridis normatif, namuìn peìnuìlis meìmbuìtuìhkan 

data atauì informasi leìbih lanjuìt yang beìrkeìnaan deìngan peìrmasalahan dalam 

peìneìlitian ini. Dimana peìnuìlis akan meìmpeìrsiapkan peìrtanyaan teìrleìbih dahuìluì 

keìmuìdian meìmpeìrtanyakan seìcara langsuìng keìpada narasuìmbeìr, guìna 

meìndapatkan jawaban leìbih jeìlas teìrkait deìngan topik peìrmasalahan dalam 

peìneìlitian peìnuìlis. 

2. Proseìduìr Peìngolahan Data 

Seìteìlah data yang dipeìrluìkan teìlah dipeìroleìh keìmuìdian dilakuìkan proseìs 

peìnyuìsuìnan dan analisis data deìngan meìlakuìkan peìmilahan data-data meìlaluìi 

peìmeìriksaan keìleìngkapan data dan peìngeìlompokan data seìcara teìrstruìktuìr. Data 

yang dipeìroleìh keìmuìdian dilakuìkan peìngolahan deìngan meìlaluìi beìbeìrapa cara 

yakni: 

1. Ideìntifikasi Data, meìruìpakan tahap peìneìntuìan dan peìmeìriksaan keìleìngkapan 

data, peìnyuìsuìnan data, peìnyajian data yang dibuìtuìhkan. 

2. Data diklasifikasikan deìngan peìngeìlompokkan data seìsuìai deìngan bahasan 

yang teìlah diteìntuìkan. 

3. Sisteìmatisasi Data, meìruìpakan tahap peìnyuìsuìnan dan peìneìmpatan data yang 

meìmiliki keìteìrkaitan seìhingga meìmuìdahkan inteìrpreìtasi data. 

E.  Analisis Data 

Peìneìlitian ini meìneìrapkan meìtodeì kuìalitatif dalam meìnganalisis data, yang 

keìmuìdian disajikan dalam beìntuìk deìskriptif. Data yang dikuìmpuìlkan akan 

diuìngkapkan meìlaluìi kalimat-kalimat yang disuìsuìn seìcara sisteìmatis, teìrorganisir 

deìngan teìliti, dan disajikan dalam uìruìtan yang logis seìrta teìratuìr. Tuìjuìan dari 

peìndeìkatan ini adalah uìntuìk meìnjeìlaskan dan meìrinci isuì-isuì yang beìrkaitan 

deìngan peìneìlitian ini. Penelitian ini disusun dimuìlai dari konseìp-konseìp uìmuìm 

meìnuìjuì rincian yang leìbih speìsifik. 
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V. PENUTUP 

 

 

A.  Kesimpulan 

Beìrdasarkan hasil peìneìlitian dan peìmbahasan maka dapat diambil simpuìlan seìbagai 

beìrikuìt: 

1) Peìrtimbangan hakim meìruìpakan hal teìrpeìnting uìntuìk meìlihat dasar dan 

arguìmeìntasi dalam meìmuìtuìs suìatuì peìrkara. Dasar peìrtimbangan hakim dalam 

Peìrkara Nomor 31/Pid.Suìs/2024/Pn.Tjk, meìnitikbeìratkan pada kondisi seìrta 

situìasi dalam kronologis peìrkara. Majeìlis Hakim Peìngadilan Neìgeìri Tanjuìng 

Karang yang meìmuìtuìs dibawah ancaman minimuìm khuìsuìs, 

meìmpeìrtimbangkan bahwa dalam peìrkara ini adanya keìlalaian dari pihak 

korban yaituì peìruìsahaan, yang tidak seìcara seìleìktif dan teìliti dalam meìlakuìkan 

veìrifikasi seìrta validasi teìrhadap data yang diajuìkan oleìh deìbituìr. Namuìn 

peìrkara teìrseìbuìt dalam amar puìtuìsannya diuìbah oleìh Peìngadilan Tinggi 

Tanjuìng Karang yaituì dalam puìtuìsan nomor 100/Pid.Suìs/2024/PT.Tjk, deìngan 

peìrtimbangan bahwa pada dasarnya peìnjatuìhan pidana minimal tidak dapat 

dipeìrkeìnankan. Hal ini meìneìntuìkan bagaimana seìbuìah keìpastian huìkuìm ituì 

yang juìga akan meìmbeìrikan keìadilan huìkuìm seìrta rasa keìadilan dalam 

masyarakat. Majeìlis Hakim Peìngadilan Tinggi meìlihat bahwa keìteìntuìan 

minimuìm khuìsuìs yang teìlah seìcara teìgas dan jeìlas diatuìr dalam uìndang-uìndang 

haruìs dipatuìhi dan dilaksanakan, seìbab hal ini juìga akan beìrkaitan deìngan 

teìrwuìjuìdnya rasa keìadilan huìkuìm dan keìadilan bagi masyarakat. 

“Meìngeìsampingkan” apa yang suìdah diatuìr oleìh uìndang-uìndang akan 

meìnimbuìlkan keìtidakpastian huìkuìm ituì seìndiri. Disinilah dapat meìnimbuìlkan 

rasa keìraguìan bagi masyarakat akan keìbeìrlakuìan huìkuìm. Keìtidakpastian akan 

huìkuìm dapat meìnimbuìlkan keìtidakadilan dalam masyarakat.  

2) Pada dasarnya teìrkait peìmahaman akan peìnjatuìhan pidana minimuìm dalam 

peìrspeìktif keìkuìasaan masih teìrdapat peìrdeìbatan. Keìkuìasaan keìhakiman yang 
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didalamnya teìrdapat indeìpeìndeìnsi dan keìmandirian teìrmasuìk keìbeìbasan hakim. 

Teìrleìpas dari ituì beìluìm adanya peìdoman peìlaksanaan peìmidanaan dalam hal 

peìnjatuìhan pidana minimuìm, bahkan SEìMA yang meìngatuìr teìrkait peìnjatuìhan 

pidana beìluìm diteìrapkan atauì beìluìm beìrlakuì teìrhadap seìmuìa tindak pidana 

khuìsuìs, meìnjadikan peìnafsiran akan peìnjatuìhan pidana minimuìm meìnjadi leìbih 

beìragam, seìpeìrti halnya atuìran (SEìMA) teìrkait peìnjatuìhan pidana teìrhadap 

peìrkara fiduìsia beìluìm ada. Namuìn keìmbali lagi bahwa keìkuìasaan keìhakiman 

adalah keìkuìasaan yang meìnyeìleìnggarakan keìadilan dan huìkuìm. Keìadilan pada 

dasarnya reìlatif, kareìna tidak dapat dipastikan dan diteìrapkan peìngeìrtian yang 

sama pada seìmuìa kasuìs yang beìrbeìda. Oleìh seìbab ituì teìrkait deìngan hal ini 

peìnjatuìhan pidana dibawah ancaman minimuìm khuìsuìs meìruìpakan hal yang 

beìrsifat kasuìistis. Hakim dalam meìmuìtuìs suìatuì peìrkara haruìs dapat 

meìmpeìrhatikan seìgala aspeìk dan meìmpeìrhatikan aspeìk keìadilan, keìmanfaatan, 

dan keìadilan huìkuìm seìcara proporsional. 

B.  Saran 

Beìrdasarkan peìneìlitian yang teìlah dilakuìkan, maka saran yang dapat peìnuìlis 

sampaikan adalah: 

1) Majeìlis Hakim dalam meìmuìtuìs peìrkara haruìs beìrdasarkan peìrtimbangan yang 

cuìkuìp, diseìrtai deìngan arguìmeìntasi yang logis dan jeìlas. Hakim haruìs dapat 

beìrsikap sangat ceìrmat dan seìleìktif dalam meìmuìtuìs suìatuì peìrkara di bawah 

ancaman minimuìm khuìsuìs. Teìrmasuìk dalam hal ini keìdeìpannya agar dapat 

dibeìntuìk seìbuìah peìdoman yang beìrlakuì uìmuìm dalam peìrkara pidana peìrihal 

peìnjatuìhan dibawah keìteìntuìan pidana minimuìm khuìsuìs, seìhingga tidak 

meìnimbuìlkan peìnafsiran yang beìrbeìda akan hal ini. 

2) Peìrihal keìkuìasaan keìhakiman, yang beìrtuìmpuì pada keìbeìbasan hakim, 

diharapkan agar dapat meìndapat satuì keìsatuìan peìmahaman akan keìbeìbasan dan 

keìmandirian hakim peìrihal peìnjatuìhan pidana dibawah minimal teìrhadap seìmuìa 

para peìneìgak huìkuìm. Hal ini juìga beìrsingguìngan teìrkait agar seìgeìra dibeìntuìk 

seìbuìah peìdoman yang dapat meìnjeìlaskan dalam hal-hal apa saja seìbuìah peìrkara 

dapat dijatuìhi pidana dibawah ancaman minimuìm khuìsuìs guìna meìncapai tuìjuìan 

peìmidanaan ituì seìndiri dalam hal meìwuìjuìdkan keìadilan disamping 

meìnyeìleìnggarakan huìkuìm. 
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